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ABSTRAKSI

Di dalam penulisan skripei inidikemukakan dua perumusan

masalah yaitu :

1. Apakah peranan yangndi jalankan cleh Bappeda Tingkat 11
Sidrap sesuai dengan Keprfes hNo. 27 tahun 1980.

2. Apakah hubungan kerja antara Bappeda_Tingkat Il Sidrap
dalam koordinasi vang baik dengan instansi -vertikal
dan dinas daerah lainnya berjalan bersama.

Kemudian tujuan dari penelitian ini ada 3 macam
yaitu :

1. Untulk mengetahui bagaimana peranan EBappeda Tingkat 11
Sidrap dalam menjalankan tugasnya csebagai Badan
Perencanaan Pemﬁangunan Daerah.

2. Untuk menggambarkan'hubungan ker jacsama antara Bappeda
Tingkat II Sidrap dalam koordinasi yang baik dengan
instansi-instansi wvertikal léinnya di daerah tersebut.

3. Untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan
pembangunan daerah, khususnya di kKabupaten Sidrap.

Sedangkan kegunaan penelitaian ini adalah sebagai
berikut :

1. Dengan adanya penelitian ini akan dapat
memberikan gambaran secara umum bahwa Bappeda adalah
salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan

pembangunan di Kabhupaten Dati 11 Sidenreng Rappang.
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2. Untuk mengetahui faktor—-faktor apayang berperan serta
dalam mendorong dan menghambat pelakszanaan pembangunan
di Kabupaten Dati II Sidrep dapat dgitemukan dan
dipecahkan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini adalah deskriptif. Sedangkan tehnik
pengumpulan data adalah cheervasi dan interview.

Adapun hasil penelitian yang diperocleh menunjukkan
bahwa =
1. Perencanaan di Kabupaten Daerah Tingkat I1 Sidenreng

Rappang <=udah berjalan dengan baik =esuai dengan
Kepres No.27 tahun 19980,

2. Hubungan kerjasama antara Bappeda dengan instansi
vertikal dan . dinas daerah lainnya berjalan bersama
sehingga tercipta keterpaduan dalam perencanaan
pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng
Rappang.

Dalam pelaksanzan koordinasi Bappeda Tingkat 11
Sidenreng Rappang ditinjau dari siklus administrasi dapat
dikatakan berjalan dengan cukup efektif, minimal sebagai
proses faormal. |

Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda
Dati II Sidenreng Rappang ditemukan beberapa faktor vyang

menghambat antara lain :
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BEAB I

PENDAHULUAN

fA. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatujproses kegiatan
yang dilakukan secara sadar untuk, mengubah keadaan
hidup masyarakat kepadé keadaan yang dianggap 1lebih
baik dari keadaan sebelumnya. Sehingga setiap
pelaksanhaan PELITA, baik PELITA Nasional maupun
PELITA daesrah selzalu bertujuan untuk meningkatkan
tarap hidup, kecerdasan dan keterampilan menuju
gasyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang Undang Dasar 1945,

Per;ncanaan dan pembangunan merupakan suatu
hal vyang tak dapat dipisahkan. Karena perencanaan
merupakan awal dalam pelaksanaan pembangunan. 0Oleh
sebab itu perencanaan merupakan arah dan pedoman
dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga perencanaan
sangat menentukan- keberhasilan embangunan dalam
mencapal sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Karena itulah berdasarkan Kepres No.27 tahun
1980 dan peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 tahun

1982, maka dibentuklah =suatu Badan Perencanaan
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Pembangunan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidrap yang bertugas membantu Bupati Kepala Daerah
dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan
pembangunan .... ... Badan perencanaan FPembangunan
Daerah adalah badan staf yang langsung bertanggung
jawab kepada Bupati Kepala Daerah, dimana BAPPEDA
mempunyail tugas membantu Bupati dalam menentukan
kebi jaksanaan/perencanaan pembangunan di daesrah
serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pembangunan vang dilaksanakan dewasa ini
adalah berdgsarkan pada landasan pembangunan
nasional =sebagaimana yang tercantum dalam Tap MPR
No. II/MPR/1985 tentang GBHN yvaituw Fancasila dan
Undang Undang Dasar 1945,

Fada GHHMN bab I1 dimana Pola Dasar Pembangunan

Masicnal dinyatakan bahwa @

"Fembangunan MNasipnal bertujuan untuk
mewu judkan masyarakat adil dan makmur yang
merata material dan spiritual berdasarkan

Fancesila dan dilaksanakan dalam pembangunan
manusia Indonesia seutubhnya dan pembangunan
seluruh masyarakat Indonesia” 1)

Untuk itulah dibutuhkan suatu Badan Perencana-
an Pembangunan Daerah agar terdapat keselarasan
antara pembangunan daerah dan pembangunan sektoral.
Untuk menciptakan keserasian dalam perencanaan

pembangunan daerah, maka di Kabupaten Daerah Tingkat

11 Sidenreng Rappang dibentuklah suatu Badan
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Ferencanaan Pembangunan Daerah {BAPPEDA) yang
berdasarkan Kepres No. 27 tahun 1280.
Adapun tugas dan fungsi BAFFEDA TK II Sidrap
adalah :
1. Menyusun Pola Dasar Fembangunan Daerah
2. Menyusun Fencana Progras—Frogram Tahunan
3. Menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah
{REFELITADA)
#. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan  EBelania
Daerah
2. Melaksanakan Koordinasi Pere;canaan antara
instansi vertikal dan dinas daerah lainnya
6. Memenitor pelaksansan pembangunan
7. Dan lain-lain.
Herdasarkan pada Peratwran Dasrah No. S tahun
1982 tentang pembentukan crganisasi dan tata kerja
- BAPPEDA TK II Sidrap khususnya dalam koordinasi dan
monitaoring sudsah berjalan dengan baik. Untuk
pelaksanaan - monitoring dilakeanakan setiap bulan dan
;riwulan. Dimana disini dievaluasi hasil pelaksanaan
proysk-proyek ﬁembangunan baik hambatan yang dialami
maupun ' jalan pemecahannya.
Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaam
pembangunan di daerah tentunya memerlukan suatu
sistem perencanaan yang mampu memadukan antara satu

program instansi dengan pregram instansi lain. Agar
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tidak terjadi keontradiksi tumpang tindih dalam
pelaksanaan pembangunan di daerah yang dapat
menghambat tercapainya tujuan pembangunan secara
berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan semakin meningkatnya volume pembangunan
pada berbagai sektor sehingga dituntut adanya suatu
csistem administrasi pembangunan vang lebih baik
serta peningkatan aparatur pengelola pembangunan di
daerah. Mulai dari perencanaan dan pelaksanaan
campai kepada pengawasan. Sehingga mereka mampu
mengamba 1 prakarsa vang lebih besar dalam
pembangunan dan menggerakkan masyarakat untuk
memecahkan masal ah—-masalah pembangunan daerah TK 11
Sidrap dan memanfaatkan potensi  daerah secara
optimal dalam rangka pembangunan nasional.

‘Berdasarkan hal tersebut diatas yang mendorong
penulis memilih Jjudul ini PERANAN BAPPEDA DALAM
PERENCANAAN FPEMBANGUNAN DI KABUFPATEN DAERAH TINGKAT
II SIDRAP".

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran
bahwa BAPPEDA Tingkat Il Sidenreng Rappang sebagai
Badan Perencana FPembangunan Daerah dalam
melaksanakan tugas dan fingsinya sesuai dengan

Kepres Moc. 27 tahun 1980.
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Ferumusan Masalah

Berdasarkan pada Kepres No.27 tahun 1980 vyang
merupakan dasar dan pedoman dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi BAPPEDA yang diperkuat lagi dengan Perda
No. S tahun 1982 tentang pembangunannorganisasi dan
Tata Kerja BAPPEDA TK II SIDRAP No. 2 tahun 1982
seri D. No. 2.

Pembangunan merupakan suatujproses keiatan
yvang dilakukan secara sadar untuk mengubah keadaan
hidup masyarakat kepada keadaan yang lebih baik dari
sebelumnya. Untuk mencapai keadaan yang lebih baik
dari sebelumnya diperlukan adanya perencanaan- yang
bersifat komfrensif.

Bappeda sebagai Badan FPerencana Pembéngunan
Daerah dalam mel aksanakan peranannya sebagai
perencana, pelaksana dan pengendali dalam
pembangunan hendaklah memperhatikan kondisi dan
potensi daerah vyang bersangkutan. Karena setiap
daerah vyang ada di Indonesia mempunyai potensi dan
kondisi yang berbeda, sehingga kebutuhan masyarakat
berbeda pula. .

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya seperti
yang diutarakan pada Trilogi pembangunan, maka

peranan BAPPEDA sebagai badan perencanaan




pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan dusa

arah vyaitu perencanaan dari atas ke bawa (tep-down

planning) dan pefencanaan dari bawa ke atas (EHottom—
up plamning), sehingga pembangunan di daerah selaras
dengan pembangunan nasional. Eegitupla pembangunan
dagrah harus sinkron éengan pembangunan sektor dalam
mencapai‘ suatu keterpaduan dalam pembangunan, baik
berseifat janghka pendek, menengah, panjang.

Sehubungan- dengan penjelasan di  atas maka
spcara garis besarnya perumusan masalah pada tesis
ini adalah :

1. Apakah peranan yangndijalankan cleh Rappeda di
Habupaten Daerah Tingkat 11 Sidenreng _ Rappang
sgsual Kepres No.27 tahun 1280,

2. Apaksah hubungan kerja antaira Bappeda Tingkat 11
Sidrap dengan Instansi vertikal dan dinas daerah

lainnya dalam keoordinasi yang baik, khususnya

dal am rangka penyusunan rencana pembangunan
daerah.

Ferma=al ahan di ates akan dikaji secara

berkembang sehinggsa menimbul kan anliea yang

bermanfaat bagi aparat perencana pembangunan daerah
di Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sidenreng Rappang
khususnya, dan wmumnya perencanaan pembangunan

daerah di seluruh Indonesia serta bermanfazat pada

diri penelitian sendiri.




C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Tuinvan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Bappéda
Tingkat I Bidrap dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai dengannKepres No.27 tahun 1980.

2. Untuk menggambarkan hubungan ker jasama dan
koordinasi antara Eappeda TK 11 GSidrap depgan
Instansi-Instanei wvertikal dan dinas daerah vyang
aeda d{ daersh tersebut dalam penyusunan rencana
pembangunan.

3. Untukk mengetahui bagaimana proses peErencanaan
pembangunan daerah ﬁhususnya di Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Sidenreng Rappang.

Sedanghkan kegunaan penelitian adalah :

1. Untuk memberikan gambaran secars umum bahwa
BHappeda adalah salah satu penentu keberhasilan
pelaksanaan pembangunan dJi Daerais Tingkat II
Sidenreng Rappang.

2. Untuk mengetahui faktor—faktor apa yang berperan

dalam mendurong  dan menghambat. pelaksanaan
pembangunan.

3. Untuk mengetahui kekurangan—kekurangan dan
penyimpangan—penyimpangan yvang terjadi pada

Kantor Bappeda TK 11 Sidenreng Rappang.




D. Kerangka Teori

Sesuai dengan masalah penelitian, maka
variabel yang diteliti terdiri atas :
i. Sebagai variabel independen (variabel bebas)
&. FPesranan HEappeda
b. koordinasi dalam perencanaan
2. Sebagai variabel dependen {(variabel terikat/
tergantung. .
=~ Ha=sil-~hasil perencanaan atau rencana-rencans
pembangunan ;ang telah dibuat.
Z. Variabel antara yaitu :
a. FPersonil/Kepegawaian
b. Sarana dan fasilitas.
Hubungan antara ketiga variabel tersebut dapast

digambarkan eebagai berikut :

Variabel independen VYariabel dependen
- Peranan Bappeds Fencana-rencana
- Koordinasi Peren— |

cana Pembangunan

Variabel antara

- Personil
- Barana dan
- Fasilitaes

Gambar 1. Hubungan variabel independen dan dependen
serta variabel antara dalam proses
perencanaan pembangunan daerah.




Untuk melengkapi gambaran dari kerangka teori
inl  ie..- penulis akan menjelaskan pengertian  yang
terkandung dalam tesis ini. Peranan da?at diartikan
tugas dan fungesi dalam suatu jabatan. Peranan dapat
diartikan sebagai sesuatu yang penting yang dalam
bahasa inggeris biasa disebut role. Peranan berarti
sesuatu vang memiliki pengaruh penqaruh dalam
mencapai sesuatu tujuan. Pengaruh disini ﬁihubungkan
dengan tugas dan kewajiban seseorang dalam suatu
jabatan pada suatujerganisasi sesuai ketentuan dan
aturan yang telah ditetapkan.

Lebih jelasnya ada beberapa pengertian yang
dapat dikemukakan sehubungan IdenQannpengertian
antara lain :

"Peranan adalahfungsi yang penting, dan fungsi

itu tidak lain daripada pembagian tugas dalam

rangka organicsasi." ‘

Sedangkan Surycono Sukanto SH. MNA  mengatakan

bahwa :

"Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan

atau status seseorang”. 2)

Dari kedua penertian peranan yang penulis
kemukakan di atas, meski redaksinya berbeda, akan
tetapi pada dasarnya akan ada persamaan. .Yaitu

adanya dimilikilfungsi atau status pada orang-—orang

tertentu dalam menijalankan fungsi dan tugasnys.

- "
o

¥
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Sehingga pada pembahasan ini pengertian peranan
adalah bagaimana cara menjalankan tugés dan tanggung
Jjawab dalam mencapai suatu tujuaA yang telah

ditentukan sebelumnya.

Matodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara vyang .
digunakan untulk mendapatkan data—-data dan informasi
didalam melakukan suatu penelitian.

Untuk mendukung obyektivitas dan kebenaran
yvang diungkapkan dalam penulisan karya ilmiah,
memerlukan data yang cukup dan relevan dengan
masalah vyang diteliti. Setiap data yang diperlukan
itu memiliki sifat dan sumber yang berbeda. Untuk
memperclehnya memerlukan tehnik dan céra yanﬁ
berbedsa pula.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah "Deskriptif" vyaitu untuk mendapatkan
gambaran yang fermat dari nbyék permasal ahan, vyaitu
menuturkan dan menafsirkan data yang ada mengenai
sampel, loka=si dan pendapat serta pandangan dari
responden. Penelitian deskriptif ini dilakukan
dencan dua cara yaitu @

1. Library research (study kepustakaan) ialah
penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan

mempelajari  buku buku dan literatur, peraturan=-
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peraturan dan Undang-Undang. Tujuan penelitian
kepustakaan adalah untuk mempercleh landasan
teori yang akan dipergunakan didalammpembaﬁasan
berikutnya.

Field research (penelitian Lapangan) yvaitu
penelitian vyang dilakukan dengan cara peneliti
langsung pada obyek wyang diteliti. Tujuan
penelitian lapangan yaitu agér penelitian

mendapat informasi vyang langsung.

Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik vang penulis pergunaban dalam

mengumpul kan data yaitu :

Observasi (pengamatan) vaitu melakukan pengamatan

langsung terhadap kenyataarn yang ada dilapapgan.
Pengamatan yang cermat memungkinkan mempercleh
fakta yang lengkap.

Interview {(wawancara) yaitu penulis mengadakan
tanya Jjawab langsung kepadsa }esponden untuk
mempercleh gambaran dan pandangan para pejabat
atau orandg yang berkaitan dengan masalah
pembahasan skripsi ini. Wawancara ini dilakukan
dengan mempergunakan pedcman wawancara/kuesioner.
Hal ini dimakesudkan untuk menghemat waktu, tenaga
darn biaya. Dengan demikian penulis mengharapkan

data dan informasi yang lengkap.

Sumber data




h {7
#

Data tersebut‘diperoleh dari berbagai instansi
yaitu :
1. Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidrap
2. Kantor Bappeda Tingkat II Sidenreng Rappang
3. Instansi vertikal/dinas yang ada hubungannya

dengan penelitiamn dnpi.

Analisa Data

Berdasarkan pengumpulan diatas, maka diadakan
.analisa data secara prosentatif. Dimana
membandingkan perencanaan pembangunan dengan keadaan
alam dan peotensi vyang ada di Kabupaten Daerah
Tingkat IT Sidenreng Rappang- Data-data yang
diperoleh kemudian diprosentasikan jawabannya.
Penarikan Sampel

Dalam penarikan sampel ini penulis memakaid
tehnik purpeosive sampling yaitu pengambilan sampel
yeng didasarkan atas tuntutan peneliti dan kebﬁtuhan
vang ingin dicapai. Dimana responden yang dijadikan
sampel dapat mewakili selﬁruh populasi yang ada.
Adapun yang dijadikan responden adalah pejabat teras
di Kantor Bappeda TK 11 Sidrap, Pejabat teras pada
kantor Bupati Kepals Daerah TK 11 éidrap, Dinas
daerah dan instansi vertikal yang erat kaitannya
dengan penelitian ini.

Penentuan sampel .diambil 30 orang masing-—

masing @
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i. Pejabat teras Kantor Bupati Kepala Daerah fk II
Sidrap S orang. i
2. Pejabat teras Happeda TK II Sidrap F orang.’
3. Kepala-Kepala instansi vertikal 5 orang.
4. Kepala Nen Departemen 3 orang.
5. Kepala-kKepala Wilaysh 7 orang.
6. Kepala-kKepala dinas daerah adalah & 'orang.
Data-data yang diperoleh kemudian diprosenta-
sekan jawabannya. Penentuasn jawaban dilakukan dengan
rumsu sebagail berikut :
Jumlah tiap jenise jawaban
dumlah Reeponden
Ketentuan penilaian adalah :
1. Jika penilitian mencapai angka 76 % ke atas, maka
penilaian dianggap sangat efektif.
2. Jdika peniiaian mencapal angka S1 L - 75 %L  cukup
efektif.
3. Jika penilaian mencapai 26 % - 80O K,I maka
penilaian akan dianggap kwang efektif.
4. Jdika pénilaian mencapai 25 %4 - kebawah, maka

penilaian dianggap tidak efektif.

Sistimatika FPembahasan

Rab 1. Merupakan bab pendahuluan vyang memnbahas

tentang latar belakang masalah, peErumusan
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masal ah, kerangka teori serta sistimatika
pembaha=san
Bab I1. Mengemukakan tentang tinjauan pustaka

tentang pengertian peranan, pengertian

pembangunan, pengertian pembangunan daerah
dan Bappeda sebagai badan perencanaan
pembangunan daerah.

Esb III. Menielaskan tentang struktur organisasi
BEappeda TR 11 Sidrép, Gambaran Umum
Kabupaten Sidrap, Kepegawai#n Bappeda T
I Sidrap.

Bab 1IY. Pada bab ini diuwraikan tentang proses
perencansan pembangunan* daerah, groses
koordinasi dalam. KFeterlibatan Instansi
vertikal /dinas daerah dalam perencanaan,
peranan EHappeda dalam penyusunan rencana
pembangunan daerah, peranan Bappeda dalanm
monitoring pel aksanaan pembangunan daerah.

Rab V. Adalah bab penutup, vyang merupakan bab
penutup dari isi skripsi ini. Pada bab ini
akan dikemukakan kesimpulan sebagai inti
pembahasan, dan saran—-saran yang - lainnya
dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan
perencana pembangunan di Kabupaten Dati I1I

Sidenreng Rappang.
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B AR 11
TINJAUAN FUSTAKA
A. Pokok Fcockok Pengertian

- 1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi pertama dari
management vang ﬁenyangkut kegiatgn &pa dan
bagaimana itu dilaksanakan dengan memperhitunghkan
sumber-sumber vyang tersedia. Perencanaan adalah
suatu tehnik, alat untuk mencapai suatu tujuvan
sebagai pelaksanaan dari sasaran vang telah
ditentukan sebelumnya.

Perencanaan sebagail proses memnpersiaphan
secara sistematis kegiatan pembﬁngunan untuk
mencapai tujuan tertentu. Dimana pilihan tujiuan
tersebué dilakukan secara sadar atas dasar skala
prioritas dan kebutuhan serta nilai-nilai yang
dimiliki coleh ﬁasvarakat tersebut.

Dibawa ini akan dikemukakan pengertian
perencanaan dari berbagai ahli-antara lain :

"FPerencanaan adalah suatu proses mempersiapkan

secara sistemati=s kegiatan—-kegiatan yang akan

dilakukan untuk mencapai sesutaty tuinan
tertentu. 0Oleh karena itu pada hakekatnya
terdapat pada tiap Jjenis usaha manusia."

{Tiokroamidjojo, 1986 : 12)

Menurut Albert Waterson yang di  kutip oleh

Hintoroc dalam bukunya "FPerencanaan Fembangunan"
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menyatakan bahwa @

"FPerencanaan pembangunan adal ah melihat

kedepan dengan mengambil pilihan dari berbagai

alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan
masa depan tersebut pelaksasnaannya tidak

menyimpang dari tujuan.” (Tickreamidiojo, 1986

e )

Denges:  ~ecwinian kegiatan—kegliatan itw dapat
diawasi sehingga penyimpangan dan pemborosan dapat
tliatas=i.

S. Prajudi dalam bukunya "Dasar Dasar Ilmu

Administrasi” menyebutkan bahwa

"Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan
dari pada vang akan dijalankan dalam rangka

mancapai suatu prrata {ochipctive! yang
tertentu, dimana, bilamana oleh siapa dan
bagaimana. " o9

Sedangkan H. Abdulrahman menyebutkan bahwa :
"FPerencanaan adal gh pemikiran rasional
verdasarkan atas fakta—fakita ‘ataw perkiraan
yvang mendekat sebagai pereilapan tindakan—
tindakan kemudian." &)

Sementara itu Sondang F. Siagian dalam bukunya
"Filsafat Administrasi Negara" memberikan penertian
perencanaan Sebagai berikut :

"Perencanaan adalah sebagai keseluruhan proses

pemikiran dan penentuan secars matang daripada

hal-hal yang akan dikerjaskan dimasa yang akan
datang dalam rangka mencapai tujuan

vangnditentukan." 7)

Perencanaan pembangunan merupakan 5uatuijDEEE.
pembangunan vang dilakukan secara sadar dan secara

berencana dan tidak terlepas dari Administrasi

pembangunan vang merupakan @ suatu sistem dalam
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pembangunan. Dengan adanfa Administrasi pembangunan
yvang baik maka perencanaan akan be?jalan secara
teratur pula. Dalam kaitan tersebut | maka penulis
akan mengutip pendapat dari Fred W. Riggs dalam
bukunva “Admiﬁistrasi Pembangunan” menyatakan

bahwa @
"Aodministrasi pembangunan  menunjuk pada
berbagai usaha yang dicrganisasikan untuk
melaksanakan program atauiproyek terkait
guna mencapail tujwvan pembangunan.” 8)
Dalam batasan vang dikemukakan di atas, maka

dapt ditarik suatu kesimpulan bahwa manfaat yang di-

peroleh dari pembuztan rencana ituw  adalah semata-—

mata untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan ter-—

lebih dahulu, Pembangunén yvang dilabkukan tanpa di-

dukung cleh suatu perencanaan akan mengal ami

kesulitan dan muﬁqkin menemuii kegagalan. .

Suatu perencanaan yang baik akan memberikan
hasil vang memuaskan. e e (g perencanaan
pembangunan yvang baik adalah @

1. Perencanaan bertujuan untgk mencapai
perkembangannsosigl ekonomi isteady sacial
econemi growth) .

2. Perencanazn berusaha mencerminkan kedalam rencana o
untuk meningkathkamn pendapatan perkapita.

3. EBerusaha untuk mengadakan perubahan steruktur

ekonomi.
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4. Berusaha untuk memperluas kesempatan kerja.

5. Merupakan usaha untuk pemerataan pembangunan.

&. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi
masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan
pembangunan. )

7. Ciri 1lain dari perencanaan pembangunan adalah
adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga secara
bertahap yang didasarkan kepada kemampuan.

Selanjutnya didal ammperencanaan terdapat
elemen elemen penting vang perlu diperhatikan adalsh
sebagal berikut :

2. Tujuan yang hendak dicapai. Tujuan ini didalam
berbagai literatur dinyatakan sebagai aspirasi,
cbjekctive, target, goal dan end.

b. Alat-alat yané dipakal mencapai tujuan rencana
berupa policy, strateg:i.

c. Alokasi diberbagai sumber (man power, keuangan,
peralatan, perbekalan dan tanah).

d. Elemen yang bersifat operasiocnal vang berhubungan
dengan implementasi rencana.

Prof. Bintoro Tjiokroamidjoje dalam bukunya
"Perencanaan Pémbangunan" mengemubakan unsur -
unsurjpekék dalam perencanaan pembangunan adalaﬁ'
sebagai berikut :

a. kKebijaksanaan dasar atau strategi dasar yang'

sering disebut sebagai - tujuan, arah dan
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pricritas—-prioritas pembangunan.

Adanya kerangka rencana vang disebut sebagai
kerangita makro.

Adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan.
Adanya kerangka kebi jaksanaan yang konsisten.
Adanya program investasi, program ini  dilakukan
secara sektoral (pertanian, industri,
pertambaﬁgan, pendidikan dannperumahan dan lain-
lain.

Adanya Admini strasi  pembangunan v ang mampti
mendukung perencanaan dan pelaksanaan
pembancunan. Dalam hal ini perlu ditelaah s=sistem
administrasi, makanisme kerja dan kelembagean.

Dengan adanya perencanaan yang baik, dan

diduking oleh sistem administrasi pembangunan vyang

baik, maka pelakeanaan pembangunan mencapai hasil

vang memuaskan.

Pengertian FPembangunan

Fada dasarnya bahwa pembangunan adalah tidak

lain dari pada suatu usaha atau proses usaha

&

pertumbuhan dan perubahan vyang berencana, yvang

dilakukan <=ecara sadar o©leh suatu bangsa atau

negara, damn pemerintaha mepurut modernitas dalam

ranghka pembinaan bangsa ination building).
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Pembangunan menurut Prof. Dr. Hintori
Tiokroamidioio adalah :

"Seluruh rangkaian yangndilakukan secara sadar
untuk menciptakan suatu keadaan vang 1lebih
baik dengan menggunalan sumber daya yang ada
atau terijangkau untuk menciptakan. tingkatan
kesejahteraan dan menjamin suasana vang lebih
stabil."” )

Oleh karena pembangunan merupakan suatu proses
yvyang terus menerus dilakukan o©leh suatu bangsa
secara berencana untuk memperbaiki tata kehidupan
bangsa dalam berbagai aspek kehidupan seperti
ekonomi 4 spsizal, budaya dan lain-lain. Dimana
dilakukan guna memaksimalkan sumber daya alam.
Dengan melihat pengertian ataun pérumusan
pembangunan, maka ada beberapa hal vyang perlu
diperhatikan :

1. EBahwa pembangunan merupakan suatu "“proses'" Proses
berarti suatu kegiatan yang terus menerus
dilaksanakan. Meskipun proses itu dapat dibagi
men jadi tahap-tahap tertentu yang berdiri
sendiri. Dan tahapan ini dapat dibuat berdasarkan
jangks waktu tertentu, biaya atau hasil yang
diharapkan dapat diperoleh.

2. Pembangunan merupakan suatu usaha secara sadar
dilak=anakan secara sadar dan timbul secara

insedentil dari masyarakat, hal ini tidak dapat

dikategorikan pembangunan.



3. Pembargunan dilakukan secara berencana dan
perencanaan itu berorientasi kepada, K pertumbuhan
dan perubahan.

4. Pembangunan mengarah kepada modernitas,
modernitas digini diartikan cara hidup dan
kehidupan vyang barw yvang lebih baik dari pada
sebelumnya, serta kemampuan untul lebih menguasai
alam linghkungannya.

5. Modernitas vyang dicapai melalui pembangunan itu
bersifat multi dimensiconal artinya meliputi
seluruh aspnek kebhidupan bangsa dan terutama aspek

politik, ekonomi, kultural den administrasi.
3. Pengertian BAPFEDA

BAPPEDA atau Eadan Perencanaan Pembangunan
Daerah adalah badan staf wvamg langsung berada |
dibawah dan bertanggung Jjawab Kepeua Bupati Hepala
Darrah dimana- BAFFITS mempunys. STuCs maabantu
Bupati dalam menentukan kebi jaksanaan dasar dibidang
perencanas:: pembangunan di daerah serta penilaian
atas pelaksanaannya.
Lintuk merdgetahul  lebih Jjelas pengartian
tentang Radan Ferencanaan Fembangunan Daerah

(EAPFEDAY , maka penulice akan memberikan pengertian

tentang komponen yang terkandung dalam BAFPFEDA itu

sendiri.
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"Perencanaan pembangunan daerah adalah salah
satu fungsi management pelaksanaan pembangunan
daerah dimana pembangunan daerah merupakan
bagian pembangunan nasional.” 10)

Karena pemsbangunan daserah merupakan bagian
dari pembangunan nasional, maka pembangunan daerah
harus serasi dan selaracs dengan pembangunan
nasional, landasan dan tujuan pembangunan daerah
harus serasi darnn selaras dengan pembangunan
nasional.

Untulk mempercepat  laju . pembangunan serta
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sampsi
kepelosok daerah sehingga perlu diberikan bantuan
dan rangsangan untuk menumbubhlkan serta mengembangkan
inisiatif dalam pembangunan. Hantuan dan rangséngan
diberikan untuk membangun daerah minus/terbelakang
dan degrahh terpencil. Sedang usaha pemerataan
pembangunan dann hasil-hasilnya, maka dituangkan
kedalam berbagai program bantuan  pembangunan
khususnya bantuen Inpres yang telah meletakkan
tanggung jawab  lebih banyak kepada aparatur
pemerintah daerah didalam pelaksanaannya @  Bantuan
Inpres Desa, Rantuan Inpres TK I, bantuan Kabupaten
dan bantuan 1ailimi, .

Berdasarkan kegiatan pembangunan diatas

sehingga penulis mengambil suatu  kesimpulan bahwa

yang dimaksud dengan "Pembangunan Daerah ialah
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kegiatan pembangunan dalam arti luas yang mencakup

kegiatan pembangunan yang bersumbern dari AFPBN

{sektoral}), APERD, Bantuan Inpres/Prngqam lain, dan

dilaksanakan oleh swasta, termasuk cswadaya

masyarakat.

Pembangunan Daer ah dapat juga diartikan
seluruhb kegiatan pembangunan yang ada atau
yangndilakukan oleh daerah dengan unsur-—-unsurnya
yang terdiri dari kegiatan dan proyek-proyek
pembangunan nasiunal vang ada didaerah itu dan
kegiatan dan proyek-proyek yang ada diluar vang
sudah direncanakan oleh pemerintah.

Perencanaannpembangﬁnan daer ah perliu
dipelajari dan dimengeri karena :
1. adanya potensi yang berbeda
?. adanya ketidak spimbangan pembangunan daerah
2. adanya hkeadaan kondisi yang berbeda.

Sedangkan pengertian daerah (region) &apat
dibagi menjadi empat (4) pengertian yaitu :

1. Region yang ditentukan atas da=ar adanya kesamaan
unsur. Dimana pembagian ini dilakukan atas dasar
kesamaan wunsfQr ficeik, seperti keadaan tanah,
ketinggian tanah, iklim, adanya defisit dan lain-
lain.

2. Region vyang ditetapkan karena adanya hubungan

atau kegiatan/ketergantungan antara satu titik



modal kegiatan, atau pemukiman lainnya.

J. Fegion vang ditentukan karena adanya @masalah
tertentu atau keadaan terten?u, penentuan ini
cenderung bersifat analisis perencanaan untuk
melihat masalah-masalah yang ada pada wilayah
tertentu  karena melihat masalah tersebut dalam
stiatu’ wilayah, maks didal am pemecahannya
dilakukan secara khusus sesuai dengan masalah
tersebut.

4. Region yvang ditentukan berdasarkan administratif,
eelain yang disusun dan ditekankan berdasarkan
cara dan kriteria di atas, maka region
ituditetapkan berdasarkan susunen administratif
pemerintahan baik secara nasicnal maupun secara
daerah. Sepertidi Indonesia terdiri dari :

- pemerintah pusat

- pemerintah daerah Tingkat I

- pemerintah daerah Tingkat II

ﬁengan adanya pembagian regicn akan memudahkan
pel aksanzan  peErencanaan pembangunan untuk menyusun
pregram dan proyek daerah. Perencanaan daerah adalah
suatu kegiatan dalam pembangunan yang dilaksanakan pada
suatu daerah tertentu untuk mencapai tujuvan yang telah
ditentukan. 2

Sedanghkan perencanaan pembangunan adalah =ebagai

proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan




pemangunan akan dilakukan secara sadar atas dasar skala
kebutuhan dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang
bersangkutan. + Serta penentuan pi;ih?n cara—-cara
alternatif vyang efisien dan maksimal guna mendapai
tujuan—tujuan tersebut sesualidengan sumber daya vyang
ada dan berdasarkan wkuran—ukuran teryentu yang dipilih
sebelumnya.

Dari pengeryian uraian diatas dapat disimpulkan
tentang pengertian Kadan Perencanaan FPembangunan Daerah
adal ah sebagai berikut :

1. Bappeda adalah banda vyang berfungei membuat
perencaan pembangunan didaerah, baik dasrah Tingkat
I maupun daerah Tingket Il.

2. HBappeda adalah badan staf yang membantu BRupati
Kepala ﬁaerah dalam menentukan kebi jaksanaan

-

perencanaan.

B. Dasar dan Tujuan Fembangunan Daerah

i. Dasar Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap
No. S tahun 1982 tentang pembentukan dan Tata Kerja
Ortanisasi Bappeda TK Sidenreng Rappang. Pembangunan
daerah merupakan bagian yang integral dari
pemangunan Nasicnal. DIE!-'I karena itu landasan dan
tuiuan pembangunan daerah dan pembangunan Nasional

tidak boleh bertentangan dan saling tumpang tindih.
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Desentralisasi pembangunan dalam negara
kesatuan Republik Indonesia sudah ditegaskan dalam
GEHN sejak tahun 1973 sampaidengan GEHN 19838 memberi

petunijuk singkat tentang hubungan yang serasiantara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
menu i jotonemi daerah vyang nysta, dipamis dan
bertanggung jawab untuk ielancaran pembangunan
daerah. .

Mekanieme pelalizanaan pembangunan di  daerah

pada dasarnya tidak dapat terlepas dari tata
penvyel enggaraan pemerintahan didaerah, Baik
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1245 maupun

berdasa;kan Undang-Undang No. S tabun 19274 tentang
pokok—pokeok pemerintahan daerah.

Undang-Undang Mo« 29 tahun 1959 tentang
pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
Selatan (lembaran negara R.I. MNo. 74 itahun 19259,
tambzahan lembaran Negara R.I. Ne.1822), dan Undang-
Undang Mo. & tahun 1974 tentang pokok pokok
pemerintahan daerah (1embaran. negara R.I. No.38
tabun 1974, tambahan lembaran negara R.I. No.3037).

Berdasarkdn hal tersebut di atas dan aebaga{
pelakksanaan keputu=an Menteri Dalam Neger; No. 1858
tahun 19840, maka . dipandang perlu menentukan
peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Iz

Sidenreng Fanpang No.S tahun 1982 tentang




- pembentukan crganisasi dan

Sidenreng Rappang dan
NegeriNo. 14 tahun 1974

Daerah.

Dengan persetujuan DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Sidenreng Rappang dan disyahkan ecleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
dengan Sueat Keputusan tertanggal 25 thcber. 1982
NQ.BOEIKKI?BE diundangkan dalam lembaran daesrah
Kabupaten daerab Tingkat I Sidenreng Rappang Neo. 2
tenggal 25 Pebruari 1983 seri D No.2, maka BAPPEDA
Sidenreng Rappang syah sebagai HBadan perencanaan

pembangunan daerah tingkat II Sidenreng Rappang.
Tujuan pembangunan Daerah

Seperti kita ketahui bahwa pembangunan Daerah
adalah bagian dari pe@bangunaﬂ Nasional vang pada
dasarnya tujuan pembangunan daerah tidak boleh
bertentanéan dengsan tujuan pembangunah Nasional.
Tetapi pembangunan Nasional dan pembangunan daerah
harue serasi dan selaras dalam mencapal tujuan  vyang

telah ditentukan:

Berpedoman pada prinsip-prinsip yang
ditetapkan dalam GEHM, kebi jaksanaan pembangunan
daerah diarahkan kepada kesel arasan antara

pembangunan sektoral dan pembangunén regicnal di



daerah.

Sejalan dengan itu setiap tahun diusahakan pe-
ninghkatan kemampuan pembangunan setiaP tashun vyang
pel aksanaannysa berlangsung | didaerrah-daerah,
disamping itu diu%ahgkan pula peningkatan
pembangunan daerah yang mencakup berbagai sektor di
daerah.

Untuk mencapai pembangunan nasicenal yang
merata diseluruh pelosok tanah air dengan berpegang
pada 8 jalur pemercataan pembangunan, -maka daeran
harus ditingkatkan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut , maka tuiuan
pembangunan daesrah sep=rti yang dikemukakan oleh
Drs. H. Uenlan viadlana, 5. T 7 diktatnya “Dasar-
Dasar PerencanaannFembangunan Regional" adal ah
sebagai berikut :

1. HEﬂia;athan kese jahteraan rakyat daerah,

2. Meningkaetkan pendapatan ‘masyarkat di daerah,

3. Perlua=san kesempatan kerjs ol daerah,

4, Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap—-tahap
pembangunan berikutnya.

Fembangunah daerah <sebagaimana dituangkan
dalam Repelita masing-masing qaerah yvang berisi
tujuan, asas, landa=san sas=saran, prioritas serta
kebi jak=sanaan pembangunan dengan berpedeman kepada

Pola Dasar Pembangunan Daerah. Sedangkan untuk
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setiap tahur disusun Frogram tahunan sebagai
pelaksanaan dari Repelita tersebut.

Agar kegiatan pembangunan Nasional dan daerah
terpadu maka penyusunan rencana harus sesuai  dengan

Kepre2 No.37 tahun 1980,
Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan Daerah

Bappeda Tingkat II Sidenreng Rappang sebagai
Hadan Perencanaan Pembangunan di Daerah Tingkat 11
Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, yaiiu membantu Bupati kKepala Daerah
Tingkat 111 Sidenreng Rappang dalam menentukan dan
memperhatikan kebutuhan masyarakat pada dasrah itu.

Bappeda TK II Sidenreng Rappang mempunyai
tugas pokok esebagai perencana, pelaksana, dan
pengendali dalam pembangunan. Maka diperlukan
kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan semua
instansi vertikal dan dinas daerah vyang ada di
Daerah Tinghkat 11 Sidenreng Rappang.

Sebagai Badan Perencana Pembangunan Daeran
dalam Wilayah Tingkat II, dalaem menjalankan tugasnya
hendakl ah berpéﬁcman pada Kepres No.27 tahun 1980,
Bappeda sebagai BRadan =staf yang langsung bertanggung
jawab kepada Bupati Kepala Daerah tingkat II dalam
PENYLSUNAN , pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan.




Sistim perencanaan FPembangunan Daerah (SPPD)
tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan
nasiocnal (SPPN) vang telah ditet#pkan secara
nasional. Sistem perencanaan Pembangunan Daerah
{SPPD) dirandang dan dibuat berdasarkan pada Undang—
Undang Dacsar 1945 dan GBHMN. Hal ini se=suai  dengan
bunyi pasal X UUD 1948 vang éenyatahan_bahwa H

"Majelis Permusyawaratan Rakyat ({MPR)

menetapgkan Undang-Undang dasardan garis-Garisg

Resar Haluan Negarz (GEHMN)." 11)
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Gambaran Umum Kabupaten Derah Tingkat II Sidrap

Daerah Penelitian adalah Kabupaten Daerah Tingkat
11 Sidenreng Rappang yang merupakan salah satu diantara
23 ‘daerah yvang ada di Sulawesi Selatan. Yang terletgk
pada jarak 180 Km disebelah Utara Kotamadya Ujung
Pandang. Sasaran utama penelitian ini adalah Kantor
Bappeda TK 11 Sidenreng Rappang. Wilayah Administratif
Kabupaten Daerah Tingkat Il ESidenreng Rappang dimana
luasnya sebesar 2.445.84 Km? yang terbagi E—*KEEg;;tan
dan 32 Desa/Kelurahan. Dengan jumlah penduduk kurang
lebih 402.42%9 jiwa dominan beragama Islam.

Wilayah Administratif Kabupaten Daerah Tingkat I1
Sidenreng Rappang dengan 7 Kecamatan adalah sebagai
berikut
1. Kecamatan Panca Rijzang
2. Kecamatan Panca Lautang
3. Kecamatan Tellu Limpoe
4, Kecamatan Baranti
S. Kecamatan Dua Pi%ue
6. Kecamatan Maritengngae
7. Kecamatan dattang Pulu.

Kabupaten Daerah Tingkat 1I Sidenreng Rappang




terletak antara 3C31 - 409 Lintang Utara dan Litnang
Selatan, dan antara 119C - 120°10 Bujur Timur dan Bujur
Barat.

Kabupaten Daerah tingkat I1I Sidenreng Rappang
berbatasan dengan : .
— Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru dan

Soppeng,

= Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan

Enrekang,

— Sesbelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang dan

Kotamadya Pare-Pare,

— Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan

bajo.
Stéuktur Drganisasi Bappeda Tingkat I1 Sidrap

Sejak terbentuknya Kabppaten Daerah Tingkat 1I1I
Sidrap sebagai daerah ctonomi sesuai  dengan Undang-
Undang Darurat No.29 tahun 1959 tentang pembentukan
daerah—daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan. Urusan
vyang telah diterima sebanyak 7 urusan dari 18 urusan
yang ada. Urusan tersebut adalah pertanian tanaman
pangan, peternakén, prikanan, peker jaan LML 4

pendidikan dan Kebudayaan, kesehatan dan pendapatan

daerah.

Untuk pelaksanzan urusan tersebut telah dibentuk

7 dinas daerah. Strukturjorganisasi Bappeda Tingkat 11




o T,

Sidenreng Rappang sebagai tindak lanjut dari Keprés
Ne.27 tahun 1980, telah dibentuk organisasi Badan
Perencanaan Pembangunah Daerah Tingkat I1 Sidenreng
Rappang.

Jabatan struktural yang disediakan sebanyak 25
jabatan terdiri dari eselon 11la = 1| orang, eselen IVa
S orang, dan eselon VYa 19 orang.

Dari jumlah jabatan tersebut diatas terisi 19
buah dan sisanya & jabatan. Kepala seksi (eselon Va)
yvang ma=sih kcsong karena kekurangan percsonil.

Menurut The Liang Gie mengatakan bahwa struktur
crganisasi adalah "Suatu kerangka yang menunijukkam pela
tetap dari hubunga-huubngan diantara bidang-bidang
kerja ataupun crang-rang yang menunjukkan kedudukan,
wewenang dan tanggung Jjawasbk masing-masing dalam suatu
sistem kerja sama."”

Badan Perencanaan Pembangunan Daesrah (BAPPEDS)
terdiri dari :

2. Ketua

b. Szkretariat

c. Bidang Pendataan dan Laporan
d. Bidang Ekocnomi ’

e. Bidang Scsizal Budaya

f. Bidang Pisik dan prasarana.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan

tehnis dan Administratif kepada seluruhb satuan
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organicasi dalam lingkungan Bappedea.

Untuk menyelenggarakan tugas tercsebut,
sekretariat meapunyai fungsi.

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Bappeda
bB. Melakukan urusan keuangan

c. Melakukan urusan umum.

Sekretariat terdiri dari :

a. Urusan penyusunan rencana'kegiatan

b. Urusan keuangan

c. Urusan Umum.

Uru=an penyusunan rencana  kegiatan merpunyai
tugas mempersi aphan pEnyusunan rencana kegiatan
tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan evaluasi
atas peiaksanaannya. Urusan keuvancan mempunyai tugas
mel akukan ursen keus-gan. Urusan umum mempunyai  tugas
melakukan urusan sur 2t zfenvurat, wrucan  kepgegawaian,
uwrusan ramsh tangga dan pe-lengkaparn.

Bidang pendataan @ dan  lepeoran mempurnyai tugas
menghimpun data, melatuban apalisa dan penilaizn,

YIS Eapcren pelaskcanaan pembangunan di daerah,
serte melatukan analies dan penilaian, menyusun laporan
‘

pelaksanaan pembangunan daerah, carta mel akukan

penyusunarn statistik dan dukumentasi.

.

Untuk menvelenegarah. .t tuvgas terseobut, bidang
pendataan dan lapuran mempuny=si fungsi @

a. Mengumpulkan dan agsenyusun data ha=sil pelatsenaan




T : . AP trapamzy 31 deerahs

b ﬂEﬂy“n.l Restieis ‘2.1l pelaksanzan  gekbangunan  di
caereh.

c. Melakukag penyusunan  staltistik dau dikumentasi

mizngenai hasil pelaksanaan pesbangunan di daer ah.

Bidang pe=ndataan dan laparan terdiri dari s
&. Seksi pencumpulan data,
b. Seksi fnalica data da2 penilzian,
. E=2:81 Brlaporan
d. Seksi Statictik de¢; dohunentaci.

Sehei soenauneel an data mempunyail tugas
mengumzsnl kan dan memporsi apkan dete gengenal
REbSEE e Bk Tl Drid  pegiarngy - & "Lemak | PiEelisi

drzlisa dan penilaianc mespunyel  tugss mempsrsiapkan
LBehian-baliean den data lapeoran pelaksanaan pembangunen

delan rangkse caslices dan pentd

()

aian. BSeksi pelsporam
merpunyai fungsi | menyusup legpgoran hasil  pelaksanaan
pexcbkargunan dan  mempersispkan lsporan Bup=ti Kepsla
Dasrah. Sadangkan seskei  statistik dan dokumnentasi
menuuisun  statistik  dan melabukan dekumenteasi hssil-
basil pelaksaraan pembangunan dasrah.

Ridang ekonomi mempunyal tugas melakukan dan

renckourdinasitan kaeoiagtan perencanaan pembangunan
pertanian, Industri, peritambangan ctan Energi,

perdagangar  dan koperasiy; serta pengembangan dunia

usaha. Bidang ekonomi mempunysi fungsi,
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a. Melakukan kegiatan pErencanaan pembangunan
pertanian, Industri, pertambangan dan energi,
perdagangan dan kopsrasi seria pengembangunan dunia
usaha vyang disusun cleh dinas-dinas daerah, satusan
organisasil lain dalam lingkungan pemsrintah desrah,
instan=i vertikal, kecamatan-kecamatarr dan  badan-
badan 1ain yang berada di wilayah Dasrah.

b: M2l akukan invertarisasi permasal ahan dibidang
elkonomi vang meliputi pertaniang, industri,
pertambangan daa energi, perdagangan dan  kopsrasi,
serta pengembangan Qsaha dalam rangka melaksanakan
REPELITA Daeral atau proyek-prouyek vyang diusulkan
kepada poemerintah daerah TH I Sulawesi Selatarn  dan
ataw vyang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk
dimasukkan kaedalam pregram tahunan Nasicnal.

Bidang Eioncmi mempunyai 4 seRei yzitu

a&. Seksi pertanian,

b. Seksi Industri, pertambangan dan Energi

€. Seksi Perdagangan dan Koperasi,'

d. Seksi pengembangan dunia usaha.

Bi&ang =osial budaya mempun}ai tugas melakukan
dan mengkoordinasiken kegiatan perencanaan pemsbangunan
dibidang pendidikaen, mental eipirituesl, pemerintahan,

keseizhtersan Rakyat, penerangan dan kemunikasi, serta

kependudukan,




EBideng So=sial Dudaya terdiri dari
a. Sekesi Pendiditan mental Spiritusl dan Pemerintahan,
L. Seksi koseiahteraan Rakyat,
c. Beksi Fenerangan dan Komunikasi

d. Sekei Kepencudulan.

v

Selkei-=spk=3i tersehwt diatas hertugas mempesreiap~
kan bahan penyu=sunan rencana masing-masing.

Bidang Fisik dan prasarana mespunysi tugas
melakulkan  dan mengheuordina<sikan kegiata perencanaan
pembangunsn  pengairan, perhuthuncan dan  periwicsabaarn,
tata ruang dan tata guna tenah, s=rta sumber Alam dan
Lingkungan hidup.

rana terdiri dari :

('8

=ik dan

lsial—1—3
TE el S

i}

Bidang p

pENGSiran,

e

P I
--:}:‘:-

W
m

b. Seksi perhubungen dan pariwisata,

eksei Tata Ruarng dan Tata Gina Tanah,

M
()

d. 8Bek=i surber Alam dan Linghkuoraan hidap..

Struktur organisasi dan Tata Ker ja Bagppeda vang
tercantum dalam lampiran perataeran Deserah Mol G tahon
1282 sebagai bagian yang tidalk terpisahkan.

F.¥X. Scoeiadi dalam bulkunya "Organization and
Mathods" m&negaskaé hahwa pﬁmakaian.tata keria wvang
tepat pada pokoknya bertujuén untuk =
1. Menghindari terjedinya pesbhorosan-—pemborcsan didalam

pendayagunzan  faktor—faktor tenaga kerizs,; biaya,

material, wakitu dan =sebagainvya.
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2. menghindari kemacetan-kemacetan dan kesimpangsiuran
dalam proses pencapaian tujuan,

3. menjamin adanya pembagian tugas, vaktu dan
keoordinasi  dalam melaksanakan tugas vyang csetepat-—
tepatnya.

Tata Kerja adalah merupakan suatuijpcla cara-cara
pelaksanaan kerja vant =se efisien mungkin atas sesuatu
tugas vyang diterima denan memperhatikan eegi-—segi
tujuan, tensga kerja, bisya, peralatan, fasilitas,
waktu dan ruang yeng tersedia. Hal ini dimaksudkan
untulk mencapai tujuan yaﬁg diinginkan dengan
pemanfaatan yang setepat—-tepatnya atas sumber-sumber
menagement.,

Untuk melaksanakan tugsassnya Ketusa, Wakil ketua,
Sekretaris, para gepala bidang, para Kepala Seksi dan
Para kepala Urusan Pada Bappeda Tingkat II Gidenreng
Rappang wajib menerapkan princsip koordinasi, integrasi
dan singkronisasi. Setiap Pimpinan satuan Ortanisasi
dalam lingkungan Happeda bertanggung Jjawab memimpin dan
mengkoordinasikan.

Hubungan kerja sama EHappeda dengan Bappenas
bersifat konsultatif fungsicnal melalui Bappeda Tingkat
I. Sedangkan hubungan kerja sama Bappeds Tingkat 1I1I
dengan Bappeda Tingkat 1 berei fat konsultatif
fungsicnal. Hubungan Kerja sama BRappeda Tingkat 1II

dengan Instansi wvertikal dan Dina=s—-dinas daerah
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bersifat koordinatif.

Dalam rangka penyusunan Fancandan anggararn
Fendapatan dan Beslanja Daerzh, Bap;:eda |renyusun dan
menghkoordinasikan rencena finggaran Program Fembangunan
Daegrah s=rta mempersiapkan rencana pelafon Anggaran

masing-m=a=sing program.

Panyusunan rancangan anggaran Pendapatan dan
Belania Daerah, Tahun vang bersangkutan =ecars
keseluruvhan dikkordinasikan oleli TU=kreleris Wilayah

atan Dzerah Tingkzt II Kasbupaten Sidenreng Rappang.
Sedangkan pengisian daftar proyek dan program  setiap
tahunnyas diberikan kepada csetiap instansi atau dinas-—

dinas desrah yang bersanghkutan.




C. Kepegawaian Bappeda Tingkat 11 Sidrap

(=%

.

Jumlah persenil yang ada di Kantor Bappeda
Tingkat 11 Sidrap sampai sekarang (1990) eebhanyak 33
orang, terdiri dari pegawail negeri sipil pusat yang
diperbantukan csebanyak 8 orang, pegawai negeri e=ipil
daersh sebanyak 10 orang.

TABEL  {
KEADAAM PEGAWAI EAPPEDA SIDRAFP SESUAL
JENJIANG PENDIDIKANNYA
NO. TINGKAT PENDIDIXKAN SERANYAK %
1, Sarjana (S;) 13 orang - 41,9
2. Sarjana Muda S orang 15,2
Da S LAT & 2 orang 15,5
4. W 3 Orang T b
Juml ah 30 prang 100 %
Sumber : HEHAPPEDA TK 11 Sidenreng Rappang, 1990
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai

di Kantor Bappeda Tingkat 11 Sidrap 41,9

dan Sar jana Muda S crang atau 15,2 % dan

% Sarjana (834)

tamatan SLTA @

orang atau 15,5 % dan tammatan S8 L T P 3 Orang =atau
6,45 Y. Sedangkan keadaan pegawai menurut ilmi-iimu




yang ditekuni/fakultas adalah :

1. Sarjana Scspol /pemerintahan : 4 orang
2. Sarjana Ekonemi : & orarg
3. Sarjana Hukum : 2 prang
4. Sarjana Tehnik : 1 orang
S. Diploma Ekonomi : 3 orang
&. Sarjana muda ekopomi : 3 orang
Sarjana muda ekonemi 1shih  tingei dibanding

dengan Sar jana Muda pemsrintahan (19,3 %Z). Diantara 16
kepala seksi terdapet T crang yang berpendidikan ELTA.
Sedang pengalaman keria dibidang tugas perencanasan
rata-rata baru menpcapai 2 - 7 tahun. fdspun pegawsi
yang telah mengikuti pendidikan dan kursus fungsionsl
bidang psrencanaan ;ebanyak 1Q orang, atau 32,2 % dari
jumlah pegawail vang ada.

Herdasarkan data kepegswsian di  atas, dapat
disimpulkan bahwa 3jumlah psgawai Bappedas Tingkat II
Sidrap adalah :
= Jumlah pegawsi negeri sipil 67,7 %L
— Juml ah tenaga Honor Daerzah {HONDA) 32,3 Z.

Sedangkan yang belum mendapatkan kesempatan untuk
diangkat  menjadi cdlon pegawai negeri sipil dan telah

mengabdi selama 2 — 10 tahun.




TAEBEL 11

JUMLAH PERSONIL BAPPEDA TK II SIDRAF

NO. Jabatan personil /erang Keterancan
: 4 Ketua 1
2. Sekretaris i
3 Kepala Urusan 3
4, Kepala sekei p
Sa Kepala Ridang 4
&, Tenaga staf dan operasicnal 11

——— -_ ————

Sumider : BAPPEDA TK I1II SIDRAFP, 1920

Ketua Happeda diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati Kepala Daerah Seterah berkonsultasi dengan
Bubernur Kepala Daerah. Sedanghkan Sekretaris dan  para
Kepala Ridang pada BAPPEDA diangkat dan diberhentikan
cleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidernenc Rappang.
Pengangkatan pejabat-pesjabat lainnya di linghkungan
BAPFEDA dan diberhentiken oieh Ketua BAPPEDA.

Janjarg 0 jabatan dan  kepengkatan sesrta  susuns
kepangkatan diatur, kemudian secuail  dengan  peraturan
perundang ~undangan vyeang berlaku. Mengenai biavya vyang
diperiukan untuk pelaksanaan itugas Bappeda TK 11
dibsbankan kepada Fnggaran Pendapatan dan Belanjia

Daprah TK II Sidenreng Rappang.




Dengen berlakunya peraturan dasrzh Ne.S tahun
1982 maka Surat Keputusan Bupsti Kepala Deezrah Tingkat
Il Siderneng Rappang ne.l11i tshun 1?8“, tanggal 15
Oktober 198%, tentang pembantukan ocrganisaszi dan Tata
Kerja Badan Eerencanaan Fembangunan Drerah Tingkat II
Sidenreng Rappang.

Hahwa untulk kepentincan penyelenggarasn
paemarintah secara berdaya guna dan berhasil guna sejauh
munghd menyeragamkan  organisasi Badan Ferencanaan
Pembangunan Daesrzh, maka oleh M:anteri Dalam Negari
telah ditetapkan Keputusan No. 18% ftakun 12BQ | tanggal
28 Agustus 1980 tentang Pedoman Organisesi dan Tata
Kerja Eadan PerEAcanaan Pembarngunan Dasrah Tingkat I
dan Hadan Perencanaan Fembangunan Daersh Tingkat II,
dengan berdasarkan Pedeman tersebut peraturan Daerah
Noc. & Habupaten Daerah Sidenreng Rappang dibuat  dan
ditetapkan untuk penyelenggarzan Organisasi BAPPEDA TK
11 Sidenreng Rappang.

Di Tingket Daerah, Khusuvsnya Happeda Tingkat 1
Sidenreng Rappang sangat berperan dalam mengkoordinir
seluruh kegiatan yang menyangkut pelaksanaan rencans
tahunan. Happeda mempunyai peranan didalam menentukan
dan menckkordinir seluruh usulan-—usulan proyek vyang
akan dilaksanzkan di daerah vyang bersanghkutan oleh
Dinas—-dinase d=esrsh/jawaten vyang berséngkutan. Baik

didalam penetuan plapon Anggaran csetiap Lahunnya




bersama—-—ama dengan aparat pemerintah daerah lainnya.

Pentingnya Badan Perencanaan Pembangunan di
daerah oleh karena adanya tiga (3) faktor vyang perlu
diperhatikan 3
1. Adanyzs potensi daerah yang berbeda;

2. Adanya ketidak seimbangan pembangunan Daerah,

3. Keadaan darn Kondisi Dasrah yang berbeda.

Sehanai suatu instrumen kebi jaksanaan,
pere:;.canaan adalah berfungsi dan manfaat vyang cukup
penting artinya dalam teberhssilan pembangunan,
karena 3
1. Dengan adanya perencanaan diharapian terdapat

pengarahan kebi jaksanaan dan fokus kegiatan vyang
eles, sebagai pedoman dan arah bagi pelaksanaan
kegiatan-kegiatan vyang ditujukan kepada pencapaian
tujuan pesbangunan.

2. Dengan pe;en:aﬂaan, zaka penentuan tujuan dan cara-
cara pencapaieniys depat dilzgkukan scoora resional,
berdesarkan informasi vyang riil tentang keadaan,
meselah dan kebutuhan masyarakat dan kecenderungan
dimaca yang akan‘datang dan masa lampat.

3. Dengan adanya perencanaan dapat dilakukan suatu
perki raan ataw proyeksi terhadesp hal-hal dalam masa
pelakeanaan vangdilalui dimasa mendatang. Baik
perkiraan mengenai kebutuhasn, polensi dan  prospek

perkasbhangan maupurr  Yang menyangkut hanbatan,




keirdala dan resike vyeng mungkin dihadapi dzalam
pelaksanasanny'3.
Dengan perencanasan dapat dilakukan skaha prioritas,
pelzskesanaan pembangunan dapat dilzkukan s=ecara
bertahap =z=tau s=secara berencsnza, dimana rencana
pembangunan dapat disusun menurut tahap-tahap waktu
yang csecsuai dengan kemeampuan  sumber-—-sumber yanco
tersedia.
Perencanaxsn mesudshkanupasya mengatur alockasi  dane
dan | sumber-sumherdaya yangy rersedia <sesuai  dengan
skla cdan pricgritas dalzam tahap rencans
pil sksanasnnya. Dungen demikian pongguiaan dan
a2lokasi cumbar-zunher pesbangunzsn yang terbatas itn
cdapat diatur penggunannya secara efisien dan
efektif, dan mengurangi pemborosan yang tidak perliua.
b&ngan edanva perencanasn akan ada suatu pengulur
atau standar yang dapat digunslkan untul mengadakan
pengawasan evaluasi atas hasil-hasil gpembangunan
yang dicapai. a
Dengan adanya perencanaan dapat distur konsistensi
antara berbagai variabel atai unsur-unsur sosial,
. ‘
ekenomi sustu masyarakat atau daerah.
Perencanaan pembangunan jangka panjang, nenengah

ataupun jangka pendelk akan mesudahban penter iemahang

lebih konkrit dalam pembangunan.
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Sarana dan Fasilitacs

Untuk mendukung kelancaran tugas—tugas Eadan
Ferencsnaan Pexbangunan Dasrah Tingkat 11 Sidenreng
Rappang, maka diperlukan adanya saranz dan  fasilitzs
yvange memadai.

PErléngkapan kerja yang mesadai sangat membantu
dalzm pelaksanaan tuozas dan fungsi ‘adan © Ferencanaan
Pembangunan Daesrsh =sebagai badan perencana pesbangunan
di Daerah.

Periengkapan kerja yang ada di Kantocr Fadan
Perencanaan FPephangunan Daesrah Tingkat 1II Sidenreng
Rappang sanpai sekarang flé?@) seperii perkantcoeane dan

sebuah perpustakaan, sebuah endaraan dinas {(mobil) dan

-satue unit komputer mikro dan IEM tiga bush mecin tik.

Mamun dalam mengoperasikannya {(kemputer) terssbut
ada cdua (2} orang scehagail terpaga opperator merangkap
sebagai  kepala seksi. Kedua orang tercsebut telah

mencikuti pendidikam/lursus dasar
Biaya Operasiocnal Bapnreds

Dalam menunjang tugas—tugas Bappeda TK I Sidenrenc
Fappang telah disediakan biava pEnCanasn dari
pemerintah pusat {(Biaya umum Inpres Dati  II). Dalam

tahun 1990/19721 eebanyak 21 juta, yvang dalam tahun-—

tahun sebelumnya hanua berkisar Rp.7.5 juta. Disamping




Iitu dalam AFBD Tingkat II di sediakan biaya perencanaan
Daerah dan biaya penelitian sebanyak Rp.ZC setiap tzahun
sedang: biays pzndidikan dan latihan pedawai termasuk
pegawail Bappeda hanya Rp.l17,2 juta stauv O,ll r 4 da;i

APEBED Tingkat 1II Sidenreng Rappang 1270/1991.
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BEAERB IV |

KOORDINASI DAL AM PROSES PEREMCAMAAN DAN PERANAN
BAPPEDRA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KARUFATEN DAERAH TIMGKAT 11

SIDENRENG OPPANG
Keoordinzei Dalam FProses FPersncanaan Pembamgunan Dasrah
c

FPrpses penyusunan perencanasn pesbangunan daereah
harus disssuaikzan dengan janghka waktu kspan pesmi:angunan
it dilakeanakan. Berdazarﬁan ketentusn vyang agx
dinegara kita, seperti yang teriihat gada gambar_ 4.1.
paling tigak,; ada yang menvyiaphkan rancangan untulk tahsp
penetapan tujuan dan pelaksanaannya. |

Berdasarkan hasil wawancara penulics dengan Bupati
Kepala Daerai Tk 11 Sidenreng rappang tentang proses
penyvusunan  rencans pembangunan daerah  sehelum  adanya
Kepres MNe.27 tahun 1930 perencanasan pembanéunan
dilaksanakan pads bagian pembangunan di Kantor Bupati,
dan csetelah adanya Kepres No.27 tahun 1980 maka
perencanaan pembangunan daerash dilakeanakan pads Kantor

p
BAPFEDA TK 11 Sidenreng FRappang.
Untui: mencapail rencana pembsngunan yang baik

diperlukan adanya koordinasi dalam penyusunan

perencanaan. Dengan adanya koordinasi Vang baik
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sehingga tercipta sinkronisesi dalam program/proysk
pemar:gunan daerah.
Melanicsms pEerencanaan . pembangunan daerah
dilakukan dari atas kebawah dan dari bawsh ke atas.
Beberapa aspek perlu diperhatikan dalam

penyusunan perencanaan yaitu

2. Pendekatan yang bagaimana yang dipakai dalam
paryusunan perencansan  terssbut. Pendekatan ini
sering pulsa dicsebut dengan "Strategi” yang bagaimana

vang &akan ditenpuhk. D1 Indonesia dengan konsep
Trilogi pembangunan dipakail sebagai staregi dasar,
¥~itu bagaimana pemeratazan hasil-hasil pembeangunan
dapat dicepai de&n bagaimana pertumbubhan ekonoani
depat terus ditingkatkan serta bagaimana kondisi
stabilitas politik nasional diciptakan untuk
meningkatkan dan mendukung p2lak<anaan pemhangunan.

5. Kemampuan perencanaan untuk menggabungkan stau
mengaittkan aspek mikre dan makro.

c. Kemampuan perencanaan dalam mengusahakan dana yang
tersadiea untuk pembangunan, apakah dana itue berasal
dari tabungan masyaratal alew berdasarkan pinjaman
cleh setiap sektor atau DeFartemen atau Lembaga
Pemerintah.

Kalau dilihat darisisi perencanaan sebagai suatu
proses, wmaka beberspa hal yang perlu nendapat perhatian

vaitu bagaimana proses perencanaan {mekanisme




perencanaan) dapat dilaksanakan. Selanjulnya perlu
dicari hagaimana melaksanakannya, bagaimsana tehnil dan
prosedur pelaksanaannya.

Untul itu giperlukan lembag=a—lembaga yang
berbchot dalam perencanaan. Mekanisme perencanaan pada
dasarnya acdalah gabungan antara top-dewn approach dan
bottom—up apparoach.

Berdzcsarkan uraian di atas, maka periu
diperhatikan beberapa hal dalam merancang perencanaan
vang lebkih baik :

&. Mencakup permasalshen yang mendesak vyang perlu
dipecahkan,

k. mencakup landasan ketentuan hubkum yang berlzaku, dan
pendekatan yang dipaksi. .

Upaya untuk memscahkan masalah yang mendesak
periu ¢ depat peEr halian., Karena itu identifikasi
masalah harus jeles. Upaya untukk membuat perencansan
vang dilandasi clenh ketentuvan hukum yang berlaku baik
berdacsarkan UUD 45 dan GEBHN maupun kestentuan ° yang
dik=luarkan oleh lembaga vyang berwewenang.' Untuk
membuat p;rencanaan yvang secarsa teknis dapat
dilak=anakan f(technically f=asible); secara finansial
dapat dilakukan, dan secara sosial dapat diterima oleh
masyarakat. Untuk itu pendeskatan yang dipakai periu
memperhatikan kepentingan berbagai pihak. Oish

karenanya pendekatan "atas bawah” atau top—doun




approach dan dari "bawsh keates" atau bottos-up
approach perlo diaplikasikan secara saling sm2nunjanc.

Pernyataan ini dapat dilihat pada Skema di bawsh ini 3

e e e S R e s e s e e Ey R T e il yr = s anie s ey iy ===
Makro
Nasional
Toprdown
Sektoral l
Region T

Booctom-—up

Region vang kecil

Gambar 1I. Skera Meskani=me perencanaan Top-down dan
Botton-—-up -

FPerencanaan pembangunan daerah depat diartilan
sebagai '"suatu preses pemikiran dern  penentuan yvang
menyeluruh sudah diper-rtisbangkan sebegitu rupay, dibuat
secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu
pada waktu vyang telah ditetapkan untuk masa men—
datang.” 12)

Sistem dan FPola Dasar Pembangunan Dacrah yaitu :
1. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang,

2. Perencanaan Pemb&ngunan Jangka Menengah,
3. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah,

Perence—.-zaa‘r- Fembangunan Jangka Panjang biasanya

memekan wektu Z0 =:mpai dengan 25 tahun. Tiap nsgara

mErpuny=t jangka wakiu perencanaan yang berbedsa tentang
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srepa tabun uburan jangha panjang. Untuk  Indenesia
perencanasn pembangunan jangka panjang dipakai 25 tahun
vang terdiri dari lima tahapan Pembengun*n Lima Tahun
{(PELITA). Ferencanaan pembangunan jangka panjang untuk
deereiy bissanya Lerbentuk Fola Basar Fembanguran Daerah
{FDPD}.

Perencanaan pembangunan iangka menengash adalah
persncanaan yang dibuat  unstuk  jangka waktu lima
tahuran. Hentul: perencanaan pembangunan jangka menengah
ini dituangkan Jdalam bentuk repcana  pembangunarn lima

.
tahun {(REPELITA).

Perencanacn pembangunan Jjangka pendek adalah
perencanz2an yang dibuat untuk jangka wakitu setahun atau
kurang dari setahun. Biasanya program kegiatén yang
dilakukan bersifzt "proysk-preoyek"” pembangunan vyang
mendesak untuk dilaﬁsanakan.

Yang dimaksud dengsnnproses perencanaan  adalah
serangkaian kegiatan yang disvsun secara berurutan
dalam rangka penyusunan suatu rencana, uruatan-urutan
kegiatan mana biasa juga disebut tahap atau phas=, dan
keseluruhan tahap atau keigiaztan perencanaan ini
disebut proses peréncanaan.

Padaluraian ini penulis akan menguraikan proses
perencanaan pembangunan daerah. Adapun urutan kegiatan

adalah .

1. PAnalisa kondisi can Identifikasi permasalahan




Kegiatannpertama dalam proses perencanaan
pembangunan daerah adalah mengadakan tinjauan
keadaan tentang permasalshan vyang dihadapi dan
potensi yang dimiliki.
Penentuan arah dan tujuan

Yang dimaksud arah dalam proses perencanaan
pembangunan daerah ialah bidang atau sekyor
kehidupan vang menjadi pusat perhatian untuk
penéembangan pembangunan, misalnya sektor ekonomi,
pertanian dan lain-lain.

Sedangkan tujuan adalsh bidang atau sektor
yang telah dipilih dan ditentukan dari berbagai
sektor lain.

Kerangka rencana yang bersifat makro sektoral dan
kerangka makro yang bersifat regicnal.

Peramalan, ada dua cara yang dipakai dalam peram=alan
ialah ekstrapclatif dan normatif. | Ekestrapolatif
adalah penentuan rencana diambil dengan melihat
keadaan yang pernah ter jadi dan ditelusuri
ke;enderungannya. Sedangkan cara normatif adalah
perencanaan yang membayangkan suatu keadaan vyang
baik pada masa yang akan datang. Untuk melihat
dinamika perkembangan suatu daerah adalah :

a. Penduduk dan kegiatan—kegiatannya,

b. Tehnologi,

c. MNilai-nilai masyarakat.
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Formulasi dan Seleksi Alternatif

Formulasi rencana dimaksudkan sebagai tahap
perencanaan yang menccba mengemukakan berbagai macam
alternatif vyang dapat dipilih atas sesuatu sistesn.
Pembuatan atau penentuan alternatif harus
berdasarkan model -model dalam phase peramalan.
Rencana-

Rencana merupakan seleksi dari berbagai
piiihan alternatif—alternatif vang diperoleh dari
proses peramalan melalui proses analisa dengan
lberbagai pendekatan.

Implementasi rencana

Implementasi rencana adalah pelaksanaan dari
pada proyek atauj preogram yang telah ditetapkan.
Monitoring

Untuk mengetahui pelaksanaan proyek apakah
berjalan sesuai dengan rencana semula atau tidak
sehingga diadakan menitoring.

Evaluasi dilakukan stelah adanya pelaporan terhadap
pel aksanaan pembangunan.

Feed-Back adalah aliran balik dari hasil
pembangunan. ’

Mekanisme dalam proses penyusunan perencanaan

pembangunan Daerah {riF7D) vyaitu :

a. Penyusunan perencanaan jangka panjang yang dikenal

dengan "Pcla Dasar Pembanguan”
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b. Penyusunan perencanaan jangka menengah daerah vyang
dikenal dengan "Pcla Repelita”
.
c. Penyusurnan perencanasmn Jjangka pendek| daerah vyang
éikenal dengan "Pola APEN" ztau "Pola Proyek.’

Froses penyusunan rencana pembkangunan daerah

jangka panjang ditempuh beberapa tshapan, yaitu :
Tahap I : Persiapan -

Pada tahapan ini perencanaan dilakukan dengan
menampung semua aspirasi dan kehendak masyarakat di
daerah tersebut. Caranya pemerintah darah berusaha
menampung semua aspirasi masyarakat melalui makil-wakil
rakyat (DPRD) vyangugasnya untuk mencari informasi
tentang aspirasi atau kehendak masyarakat.

Tahap II : Menyusun Rancangan I PDPD

Fada tahapan ini perencanaan dilakukan setelah
menampung semua aspirasi dan informasi kuantitatif atau
kualitatif, maka tahap selanjutnya rencangan yang telah
disiapkan agar rancangan perencanaan tersebut akan
dilaksanakan.

Tahap III : Diskusi Rancangan I FDFD

FPada tahap ini melibatkan berbagai unsur,
micsalnya para tukéh masyarakat, organisasi spsial,
perguruan tinggi, para instansi dan dinas daerah
lainnya vyang terkait. Maksudnya ialah untuk "test”

apakah aspirasi dan kehendak masyarakat yang-

di kumpulkam pada tahap I, dan dirumuskam dengan baik
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dan akan dapat dilaksanakan secara operasional. Dalam
banysk kenyataan, acara diskusi ini dilakukan beberapa
kali dengan melibatkan sebanyak mungkin unsur
masyarakat pada daerah yang bersangkutan.

Tahap IV : Menyusun Rancangan 11 PDFD

Dari diskusi vyang dilakukan ﬂaéa tahap 111

tgrsebut, maka mungkin diperlukan penyempurnaan—

peyempurnaan dari rancangan I. Bila ada vang perlu
disempurnakan, maka perlu disusun rancangan tahap II
PPPD. pada rancangan ini dihzarapkan sudah relatif lebih
baii.
Tahap V : Diskusi Rancangan II FDPD

Pada tajap ini dilakukan sama seperti tahap I1I.
Pada tahap ini rancangan FPDPD sudah "matang' dan dapsat
dirumuskan.
Tahap VI : Penyusunan Rencangan Akhir

HBerdasarkan peker jaan pada tahap akhir PDPD vyang
nantinya sebagai bahan utama yang disampaikan ke
sidang—-sidang DPRD untuk mendapatkan pengesahan.
Tahap VI1 : Penyampaian Rancangan akhir FDPD ke DFRD

Pada tahapan ini; Bupati Kepala Daerah Tingkat II
menyerahkan rancanéan akhir ke DPRD untuk dibahas dan
disahkan. Setelah rancangan akhri telah disahkén
selanijutnya DPRD menugusul kan kepusat untuk selanjutnya
Menteri Dalam Negeri vang menetapkannya men jadi

Peraturan Daerah.
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Demikian proses penyusunan dan penetapan PDFD

yang pada akhirnya ditetapkan sebagai Perda.
Konsekuensinya ialah semua aparat Pem?a {termasuk
Instansi dan dinas daerah yang) sterikat ocleh

pelaksanannya. Pelanggaran terhadap pelaksanaan Perda
dikenakan sankei sesuai peraturan yang berlaku.

Penyusunan perencanaan jaﬁgka menengah dituangkan
dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.
Tahapan dalam penyusunan dan penetapan FPFPD jangka
.menengah adalah :
Tahap I : Tahapan Evaluasi

Fada .tahapan ini diperlukan keiatan mengadakan
evaluasi terhadap pel aksanaan Repelita Daerah
sebelumnya. Tujuannya adalah untuk melihat program-—
program mana yang sudah atau belum dilaksanakan.
Peker jaan ini biasanya dilakukan ocleh Bappeda, instansi
di wilayah Tingkat I1, para ahli di perguruan tinggi
atau pemuka masyarakat.
Tahap II : Membuat petunjuk penyusunan Repelitada

Pembuatan penyusunan Repelitada adalah penting
untuk diseebarkan ke Instansi yéng ada di wilayah dati
II yang dipakai’ sebagai pedoman dalam membuat
Repelitada di Instansinya masing—-masing. Harapannya
adalah agar setiap keegiatan pembangunan dapat berijzalan

seirama dengan kepentingan daerah.
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Tahap III : Penyelesaian Evaluasi Pelaksanaan Repelita
Daerah sebelumnya.

Hasil evaluasi  dari pelaksanaan Replita
sebelumnya dan penyusunan Repelita dikumpulkan dara
berbagai instansi atau dinas, diclah kembali sedemikian
rupa agar nantinya bahan-bkahan tersebut dapat
ditetapkan sebagai repelita.naerah.

Tahap IV : Penetapan tujuan.

Pada tahap ini tujuan ditetapkan dengan memilih
beberapa alternatif dari sasaran pembangunan. Dalam
menentukan tujuan perlu adénya proyeksi sasaran
pembaiigiinan, mana yang perlu mendapat pricritas untuk
didahulukan dan mana yangnditunda pelaksanaannya. Hal
ini penting mengingat adanya keterbatasan anggaran
pembangunan yang tersedia.

Tahap V : Penulisan Rancangan I

FPenulisan rancangan FRepelitada sesuail dengan
pedoman pemerintah pusat c.q. Departemen Dalam Negeri.
Setelah penulisan selesai maka didiskusikan kembali
dengan instansi atau dinas, pemuka masyarakat dan
unsur jperguruan  tinggi atau dengan pihak-pihak lain

.

yvang terkait.
Tahap V1 : Menulis Rancangan I1I
Setelah tahap V selesai maka hacsil rancangan I

diperlukan untuk melaksanakan penulisan rancangan

Repelitada 11 Kemudian didiskusikan kembali guna
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penyempurnaannya.
Tahap VII : Tahap Terskhir
TJahapan ini adalah penetapan Rancadgan Fepelitada
tahap I1. Rancangan ini didiskusikan kembali untuk
lebih sesmpurna. Kemudian, K pada tashap ini penétaﬁan
Rancangan Repelita Dasrah yang dituangkan o©oleh Surat
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat I1,
FPenyusunan perencanaan pembangunan Daerah {(PPPD)
jangka pendek umumnya merupakan kegiatan pesbangunan
dalambentuk proyek yang lamanya kurang lebih satu tahun
atau kurang dari satui tahun. Kegiatan Pembangunan
jangka pendek akan dibiayai pleh APRD. kKarena itu FFPD
sering disebut perencanaan proyek. Sebkelum PPFD
dilaksanakan maka dilakukam pertimbangan antara lain :
a. Memperhatikan ketetapan perencanaan yang telah
ditetapitan baik secara nasicnal maupun daerah,
seperti perencanaan yang ditetapkan cleh Desa,
Kecamatan, Kabupaten.

b. Memperhatikan kepentingan rakyat banyak
fAda beberapa tahap dalam PFPD jangka pendek vyang
sering dilakukan yaitu :

Tahap I : Muéyawaraﬂ Pembangunan Tingkat Desa

Tujuan utama dari tahap ini adalzah mendorong
adanya musyawarah ditingkat yang paling bawah, vyaitu
ditingkat desa, musyawarah ini 8i Iakiskan oleh Lembaga

Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) melaiui pusyawarah




yvang dikoordinir cleh Lembaga Musyawarah Desa {(LMD).
Biasanya setahun sekali (setiap bulan Maret atau 8pril)
musyawarah pembangunan Desé dilaksanakan‘dan dipinpim
oleh ketua umumnya yang biasanya merangkap sebagail
kepala Desa. FPada rapat desa biasanya dihadiri oleh
camat selaku pembimbing atau pembina. Hasil musyawarah
pembangunan desa baik ;ang dibiayai secara swadaya.atau
AFPED, akan dumusyawarskan di tingkat Kecamatan.
Musyawarah di tingkat Kecamatan diselengarakan cleh
Camat atas bimbingan atau bkinaan dari Bupati. Forum
mueyawarah di tinghkat kecamatan tersebut sering dissbut
nama "Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan”.
Tahap II : Musyawarah pembangunan {Musbang) Tingkat
Kecamatan

Musyawarah pembangunan tingkat kecamatan cti—
lakukan atau dilaksanakan setelah musyawarah tingkat
desa selesai, Jadi kaslau mushang desa dilzakukan pada
bulan Maret, maka Musbang Tingkat Kecamatan, merupakan
"Temu Karya"” para pengurus LKMD. Temu Karya ini
dipinpin oleh camat dan dibimbing Bupati, atau Ketu=a
Bappeda Kabupaten atau Kanter Pembangunan desa di
tingkat kabupaten. éeperti pada Musbang atau musyawarah
tingkat desa, maka Musbang Kecamatan menentukan skala
prioritas pembangunan Kecamatan yaitu program mana yang
dibiayai o©leh APED dan mana yang diker jakan ocleh

swadana.




Musbang Kecamatan bagi daerah kecamatan UDKP
mempunyai "Kekhususan”. UDKP (Unit Daerah Keria
Fembangunan) adalah suatu manajemen yang terpadu dalam
wilayah kecamstan. UDKP merupakan suatu sistenm
perencanaan, pelaksanzan, pengendalian dan evaluasi
.pelaksanaan pembangunan desa dan terpadu pada tingkat

wilayah . .-Kecamatan. Jelasnya lihat gambar 3.
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Penjelasan :

Rencana pembangunan Kebupaten/Kotamadys Dasrah TK II
{Repelita dan Rencana Pembangunan tahunan).

Rencana Pembangunan Kecamatan (RPIMK dan RPTK).
Rencana Fembangunan DesasKelurahan {Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan dan
rencana pembangunan tahunan desa/kelurahan.

Rencana pempbangunan instansi vertikal kecamatan
{(Rencana Jangke Menengsh dan tahunan).

Keterpaduan rencana pembangunan pada Tingkat
Kecamatan {terpadu dalam hal wilayah, fungsional,
kebersemaan wahkiu dan sasaran).

Sumber : Dep. Dalam Negeri {1984), "Panduar Operasicnal

istem UDKP bzgi Camat,” Jakarta.

Gamhar 3. Keterpaduan Rencana ‘Fembangunan Kecamatan:

dengan Fercans Pembangunan, Kabupaten/
Kotamadya, Instansi wvertikal Kecamatan dan
Pesa/Kelurahan.

sesbangunan
ol Deca/ielurah

Lisess inEIUrah
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Gambar . 4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan DpDaerah di Indonesia
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Fada gambar 4.4qterlihat bahwa proses penyusunan

rencana pembangunan kecamatan, baik yang 'jangka waktu

menengah maupun pendek, senantiasa terikal pada rencana

pembangunan di tingkat Ksbupaten, Kaitan antara rencan=a

pembangunan janghke menengah kemcamatan (RPJIMK) dan pola
dasar pembangunan daerah (PDPD) dapat dilihat pada
gambary 5.
Pola Dasar
Peabangunan Rakorbang
dan Relita {BAPPEDA TK ID)
DATI 1
ﬁgsuﬁan Konsultasi
flentana Penyusunan
peabnagunan dan pengajuan
Instansi REINK
vertikal -
FEnyEa-
¢ Masukkan purnazn
RPIND/X
Penyusunan
dan pengajuan >
RPINK K
Basbar 0. Proses penyusunan RPIMD {desa) dan RPINK
{Kecamatan)
Susber : Dep., Dalas Negeri {(Ibid, 1984),
Fada gambar tersebut diatas terlihat adanya
Proses penyusunan RPIMK merupalkan preoses yang agak




panjang dan merupakan proses yang sekali jadi.
Tahap 111 : Musyawaran pembangunan {musbang) tingkat
Kabupaten atau kotamadys.

Muskang Tingkat Ksbupaten atau Kotamadya
merupakan rapat koordinasi pembangunan Rakorbang)
Daerah Tingkat II. Tugas ini biasanya dipimpin ketua
Bappeda Daerah Tingkat II vyang barus mendapatkan
bimbingan dan pengarahan dari Bupati atasu walikotamadya
selaku penguasa tunggal di daerah Tingkat I1I. Rakorbang
ini membahas semua usulen dari masing-masing kecamatan,
dan karenan?a merupakan "Temua Karya" pembangunan
Tingkat Kecamatan. Pesertanya adalah para Kep=la
Pilayah Kecamatan dan para Kepala'lnstansi atau dinas
Daerah Tingkat II.

Seperti pada Temu Karya Kecamatan, maka Rakorbang
di Daerah Tingkat II harus juga berpedeman dengan  PDPD
Tingkat II dan FDPD Tingkat 1 vang telah ditetapkan.
Dalam kal penentuan dan pemilihan proyek harus
disesuaikan dengan potensi .daerah.DaIam penentuan
alternatif perlu skala prioritas yang dianggap paling
mendesak.

Kalau Rakorban Tingkat Il dilakukan sekitar bulan
Mei setelah Temu Karya Tingkat Desa dilaksanakan bulan
Maret dan temu karyatingkat kecamatan bulan April.
Penjadwalan dimaksudkan agar sesuai dengan ‘tahunan

anggsran agar pendanaan setiap program dapat diatur



i

berdasarkan waktu dana tersedia.
Tahap IV : Musyauarah FPembangunan (Musbhang)
Musbang ini diselengarakan dalan bsTLuh Rakorbang

cleh para Bupati, Ketua BHappeda TK @ II,

-

yang ciphadgi
Intansi gtau lembaga Vertikal da2n satuan Organisasi
lainnya. Fakorbang ini dipimpin Ketua Bappeda Tingkat I
vang tentu <saja mendapatkan bimbinganl dan arahan
Bubernur. Pada Rakorbang ini membahas uUsulan proyek
vang diajukan pemeéintah atau lembaga daerah Tingkat
11. Dengan demikian pada Raknrbang-ini akanndipercleh
suatu sistem persncansan  pembangunan  Yang secarsa
menyelurubh dan terpadu di Daerah Tingkat 1.
"Menyelﬁruh" mengandung pengertian bahwa segala
aspek kehidupan dan penghidupan macyarakat yang
disesu=zikan dengannpntens; sumber daya yang ada,
misalnya sumber days alam; manusia, ilmu dan tehnelogi
telah dipertimbangkan pada proses penyusunan
perencanaan tersebut. Sedangkan "terpadu” mengandung
pengertian bahwa ada suatu kaitan antara wilayah dalam‘
arti desa dengan desa,; kecamatan dengan kecamatan,
kabupaten dengan Kabupaten lainnya. "Kaitan Wilayah”
ini dapat dipandand'secara horisontal maupun vertikal.
Di samping itu perlu diperhatikan bahwua
dal ampenyusunan perencanaan pembangunan  daerah harus
memperhitungkan adanya kcnsep pembangunan regional dan

nasional. Kepentingan pembangunan regional biasanya




disenut "Konsultasi Pembangunan Regiocnal {(KPR)."
Misalnya untuk Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, yang
pusatnya di  Ujung Pandang. Perlu pula memperhatikan
subregion lainnya (Sulawesi uvutara, Sulawesi Tenggara,
Sul awesi Tengah dan lain-lain). yang merupakan

subregion.

Keterlibatzan Instansi Vertikal/Dinas Daerah Dalam

FPerencanasan

Mekanisme pembangunan di daerah vyang dikenal
dengan pembangunan yang bersifat dekonsentrasi dan
pembangunan pembantuan merupakan suatu  “"pendekatan’
atau seni dan tehnik manajemen pembangunan. Oleh karena
itu orang HEappeda tidak dapat hanya berpikir dan meren-—
canakan aspek kepentingan regicnal dan mengenyampingkan
kepentingan sektor, tetapi harus bersama—sama
berkembang serasi dan selaras dalam orientasi
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan untuk
menciptakan stabilitas di daerzh.

‘ Namun demikian campur tangan yang terlalu banyak
yvang datangnya dari sektor (pemerintah pusat) melalui
kantor wilayah dan’ kantor Departemen di daerah, dapat
melemahkan perencanaan prioritas pembangunan regional
atau daerah. Sehingga perencanaan bottom—up kurang
muncul.

Untuk melaksanakan tugas pokek dan fungsi Bapped=a




-
~{

seperti vang telah digaricskan dalam Kepres Kc.?7 tahun
1980 dan peraturan Menteri Dalam MegeriiNo.9 tzhun 1982
tentang Koordinasi ERBappeda dengan instansifinstansi
lainnya. Maka Happeda T II Sidenreng Rappang
mengusahakan keterpaduan antara rencana pacsional  di
daerah serta rencana antara daerab sendiri.

Dalam usaha mengkoordinasikan perencanaan
pembangunan di daerah; baik vang ditangani pieh dinas-
dinas daerah maupun instansi vertikal lsinnyva. Yertikal
periu dibina dan dipelihara énmunikési yvang baik antara
aparatur di dalam maupun di luar organicasi terssbut.

Penyusunan proegram tahunan oclieh setiap instansi
harusiah mempunyvai kaitan dengan program instansi
Iainnya, yang sshubungarn dengan lekasi dzan maktu serts
tujuan vang akan dicapai. Kpordinasiantara dinas-dinpas
daerah merupakan  salah  satufungsi Happeds dalam
peEnyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Adapun tahap-tahkap dalam pelakeanzaan keordinscsi
adalah sebagai berikut
Tahap I : Identifikaei Kebi jakesanzan

Fada tahap ini Bappeda TK I1 Sidenreng Rappang
memberikan pengarah;n kepada semua instansi tentang :

1. Pilihan kebijaksanaan pembangunan vyang dihadaﬁi
dalam tahap yang sedang ber jalan.
— Keterlambatan/kemampuan potensisusber daya alam

dan potensi sumber davamanusia vang tersedisz
I y ¥
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= Langkah keki jaltsanasn tahunan berdasarkan
permasal ahan dan ketersediaan poternsi di dasrab.

FPenentuan program tahunan berdaseréan urutan

pricritze yang sesuai tahap kebi jaksanaan tersebut.

Identifikasi program vang harus ditangani oleh

berbagal instansi atau dinas—dinas dasrah lainnya.

Tahap II : Identifikasi fungsional

Pada tahap ipi gi:lakukan lkegiatan :
P g

Se

Seiaulhy mana keterbatzsan dan kewenangan tiap-tiasp
instansi untuk dapat melaksanakan program/proyek
vang direncanakan.

Seisult canes dsterlibatann fungsional antara inétanei

tersehut,

Tahap 111 2 Identitikasi strukturel

FPada tahap ini dilakukan :

meht Jaksanzsn  dari Departemsn afzu. oot ag: . S

memhawsahi Lot enel Apdadt To= 5

i

vang be-

Program tahueran dari Dspartessn atau  ls=mbagz

-~
LA
'i-

membawahi instansi terssbut.

Tahap IV : Penentuan Kcocordinasi Operasional

Pada tahap ini dilzakukan 3

a.

Procgram tzhunan epa yang dapat direncanakan cleh

setizp instansi vyang besrsangkutan vyang mempunyai
kaitan ketergentungan dengan instansi  lain, yang
sehubungan dengan lokasi dan waktu serta tujuan yang

akan cdicapsai,




b. Ragaimana wrutan kegiatan yang harus dilaksanakan
cieh masing—masing instansi agar terdapat keserazesian
dan keterpaduan antara satu instansi dengan vyang
lainnya.

Tahap ¥V @ P;nyuﬁunan Pecla Koordinasi

Berdasarkan keemat tahap yang telah dilaksanakan
di stas, maka PBappeda TK IT Eidenreng Rappang
mengadalan rapat keordinaci yang mencakup kelima aspsk
koordniasi tersebut di ates. Pada Koordinasi disusun
berdasarkan pendehkatan menurut terminal sistem. Pada
tahap inimencakup komponen :

1. Program tahunan apa yang dapat direncanakan clceh
setiap instansi yvang mempunyal program atau proyek.

2. Titik awal dan titik akhir kegiatan dari masing-
masing instansi.

3..Kémampuan dan keterbatasan sumber dana, peralatan,
tenaga instansi yang bersangkutan.

Untulk mencapai tujuan pembangunan di  Kabupaten
Daprah Tingkat Il Sidenreng Rappang, m2ka Rappeda
Tingkat I1 Sidenreng Rappang mengadaéan rzpat-rapat
vang dipimpin cleh Ketua Happeda. Sehingga Fembangunan
vangndilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II
Sidenreng Rappang terpadu dan terarah sesuai tujuan
vang telah digariskan. Perencanaan Pembangunan yang
dimaksudkan hanya dapat diwcjudkan ‘ apabkila ada

koordinacsi vang baik diantara instansi—-instansi




vertikal atau diras-dinas <daerah dalam linghungan
pemerintah daerah Tingkat I1 Sidenreng Rappang.

Dalam hubungan ini Bappeda Tk II Sidenreng
Rappang dalam hkedudukannya sebagai badan staf yang
langsung bertanggung jawab kepzda Bupati Kepala Dzerah
TK 11 yang ==zlah eatufurgsinya adalahmel alkulkan
koordinasi perencansan pembangunan di antara inelancsi
vertikal dan dinas daerah serta badan-badan lain yang
ada hubungan dengannpereﬁcanaan embangunan.

Hasi} wawancara penulis dengan instansi-instansi
vertikal yang terkait dengan Bappsda TK Il Sidenreng
Rappang mengatalan

"Partisipasi Instansi wvertikal dengan dinas

daerah dengan Bappeda TK 1I Sidenreng Rappang

dalam penyusunan perencanzan di Kopr-dinazi oleh

Bappeda sudah ber jalan dengan baik; namun masih

periuditingkatkan lagi dalam hal penyajiam data

data khususnya data yang akan dijadikan dasar
dalam perencanaan pambangunan yang lebij akurat.”

Pendekatan pesbangunan di Daerah Tingkat Il
Sidenreng Rappang mesih dominan pembangunan sektor,
dibanding dengan pembangunan kewilayashan. Nampaknya
egois sektor masih kuat yang ditandaid pleh besarnya
peranan pendanaan yang datangnya dari cieh kantor
wilayah di Propinsi, sedang kantor Departemen di
Kabupaten tidak diberi wewenang kebi jaksanaan
perencanaan, Sehingga FRappeda Tingkat II mengalami

kesulitan mengkoodinasilken kebijaksanaan pemsbangunan o3

dzersh tersebut.




Kebi jaksanaan spatia. (seliuruh wilauah dibagi

Tad

dalam sub wilayzh pesmbangunan) yang kemudian dijabarhan
dengan istiliah "Peta Pengwilayahan berdasarkan
hecenderungan—kecenderungan yang teriadi atau kegistan—

kegiatan pembangunan  vang dilakulian ~leh pemerintah

pusat. Bappeds K II masil Hurang memsnfagtian

informasi yang tersedis, cseperti geologi, hidroliogi,

i serta kehutanan.

{0
m

tata guna tanah dan tatz pertan
Konsep pengwilayzhan komoditas sedemikian  umum

belum dirinci; sehingga tidak cperasiocnal dan akibatnya

dapat menigbulkan berbagai penafsiran yahg menyebarkan
pertikaian antara sekior dan dinpas.

Sappeds macsih sulil asngendslikan =emua kegiatan
nechangunen Nl o d&taley Rarsha aesfiiitan Snforoas: ters
wtama mass=lzh témbuaan Deftar Isiar Proeyek DIP)Y/

program  sekioral tersiesuk proyei SUMN tidak =da  peda
Bappeda, kecuali data relokasi perpyek  sekitorsal dan
AFED I vyamh datangnya masibk sscara regional  belum
dirinci tiap kabupaten.

Perencanasn dapat terlakssna =secars terpadu
apabila prilaku setiap crang/gihak yang terlibat (pihak
Bzppeda, dinas daerah, instznsi vartikal) benar-benar
ezling mengerti kedudukan dan fungsinya, dan yang

paling penting =adalah perassan yang penubh kekeluargaan

masing-masing, bailk vyang mengkoordinir maupun yang
dikeordinir. Xemampuan Rappeda TK I1 Sidrap dslam




mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektor dengan
pemilihan priocritas pembangunan dzaerah dalam tate ruang
pengwilayahan komeoditas adalah suatu pekerizan yang
tidak mudabh dilaksanakan ocleh manager RBappeda. Bukan
hanya adanya kewenangan (PP No. & tahurn 1980 dan Kepres
Ne. 27 tashun 1980), tetapi yang lebih penting &adzalah
adanya kewibawaan dan hkepemimpinan manager EBappeda
dalam membantu atau mel aksanakan Koordinasi perencanaan
pembangunan dengan instansi vang terkait di daerah
tersebut.

Dann  Sugancha dalam bukunya ”knordinasi Alat
Pemersatu Gerék Administrasi" berpendapat bzahwa :

"Koordinasi hanya mungkin terjadi spabila ada

kesadaran dan kesediaan sukarela dari cemua pihak
atau anggota organisxsi atau pemimpin-pemimpin

organicasi untuk ker jasama antar instansi
' kedal amproses mel aksanakan ker ja dibawah
pengarahan seseorang yang mempunyai kewenangan
tertentu.” 13)

Dalam h=l ini kcordinasi menurut sikasp dan
prilaku tertentu dari crang-crang kepala unit, maupun
dari kepala instansi tertentu yang terlibat
dal amhubungan kerja sama. Baik sikap yang mengarahkan
atau koordinator,; maupun sikap yang diarahﬁan ataun yan§
dikoordinasikan. .

Pelaksanzan koordinasi mutlalk diperlukan dalam
rangka pembangunan daerah yang serasi dan selaras.
Dengan diaturnya secara mantap kedudukan Bupati Kepala

Daerah, maka koordinasi pembangunan mendapat tempat




tertentu vyang slas dan waje~ dalam roda pemerintalan.
Renpcena yang konsisten vang haruvs dilabukan =z=prorz

vertikal dan horizantal melalui  konsultasi—konsul tasi

vyang menyenghul hkewsnangan instansi pemerintsh pusat

maupun di daerzsh selizama berlansungpnya pembangunan.
Adepun unsur-—unsw pembangunan yang dilakuban i

daerah selama berlangsungnya =2dzlah ¢

i
|

2. Kegiatan—-kegiat dan proyvek-proyek pemBanglinsan
nasiocnal yang ada db daerah itu sendiri.

b. Kegiatan—kegiatan dan proyek pembangunan dessrah ci
luar yvang sudah direndanaikan gleh pemerintah.

Untuk mencspai hasil pem&anguﬁan yang maksimal
maka perencanaan dan pengarahan bukan saja dilaksanakan
cleh pemerintz=h pusat, tetapi juga pemerintah daerzh.
Untuk mencapal hal tersebut dibutuhken adanya
koordinasi perencanazp.

fpebila perencanear pestengunan ranvs dil=lulan

2leh pemerintah pusat, maks kebi jaksanaan vang

h
~

fu

b
ul

demikian, berarti mengakibatksn peraniniczizti
dibust oleh pemerintah.

Pentingnya koordinasi fketerlibatan instansi
vertikal dan dinasfdinas daerah dalam penyusunan
perencanaan pembangungn dzerah adalsh :

1. Untuk mengetahui kaitan JFungsional antara suatu
instansi dengan instansi laimnnya dalam berbagai

’ - e -
kegiatan padas setisp
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maka keselurvhan badap ateu instansi vyarg terilib

mewuijudhkan keterpaduan antsr-a pregram/proyek  pada
suatu wilayah dengan wilayah lainnya.
Untuk‘mengetahui maksud kaitan antara program/proyek
yang direncanakan dengan peraturan perundang-
perundang vang berlahu,

Untuk mengetahui adanya akibat koordinasi dalam
bentuk penugasan pada setiap tingkat instansi vyang
bersangkutan.

Untuk mengetahui adanya kaitan koordinasi antara
program dan proyek iptra dan antar instansi,

Untuk mengetahui adanya kaitan dalam setiap langkan
pelaksanzan,

Dengan aﬁanya kourdinasi. perencanaan diharapkan
terdapat pangarahan kebi jaksanaan dan fokus kegiatan
yang ielas,; adanya pedcmap vang terarah bagi
pelakzanaaﬁ kegiatan-kegiatan yang ditujukan pada
pencapaian tujuan pembangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. S tahun 1974,

{]

-
-39

it

dalam fungsi fungsiwmanagement.adalah ¢

e

Fur.gsi Perencenazsn (Flznning)

Disamping ada pada masing-masing instansi
vertikal maupun otonomi dacr ah, Bacneada
mengefibangken doe:inan keseiuruhar fungsi

e EnCansan. 1nt
Ll : -
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gebhaga: sungsi eksekutis, berada
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Henenang
Bupati HKepala Desrah (BKDH). Masing—masing instansi
vertikal maupun daerah melaksanakan fungsi aktusei,
hanya bagi diri Gubernur/Bupati/Walikctamadya selaku
Kepala ¥ilayah jugs mengkeordinasikan kepada kantor
wilayah dan kantor daerah vang berada dalam
wilayahnya masing-sasing.

c. Fungsi pengontrolan atau pengendalian {(controling)
teruvtams sekali dilakesanakan elsh inespekitur wilavah
propinsi/Kabupaten/Kotamadyz (IRWI).

Walaupun fung=i~-fungsi terssbut telah dibagi di

atas tetepi tidak berarti masing?masin; instansi di

daerah itu éidak. menjalankan fungeid pengontorlan,

merekal tetap melaksanakan fungesi pengontrolan di  dalam
atau sering dissbut dencan "Internsl Control”.
Jika ha2l ini dikasitkan dengan. aktiyitas untuk

menjalankan perhangupan  dasrah, maits  semua  incstansi

1=

cperasicnal yang termdepan.campal dengen patlgasfpeiabat
penyelenggaraan pemerintah di  desa—desa menialankan
pembangunan.

Konsultasi  intern vyang dilakukan oleh Bappeda

Tingkat II Sidenreng Rappang, dimana dalam konsultasi

ini Bupzsii Kepala Dasrah meaints kepsda inpstans:
vartikal /non departesen dan dinas-dinas daerabh dalam
-




usul rencana program/proyek pembangunan. Selaniutnys
dibawah keoordinasi ketuz Bappeds, usul rencana program/
proye pembangunan hasil diskusi temu karya pestangunan
tingkat kecamatan dan usul rencana program/proyek yang
berasal dari dines-dines daerah atau instansi vertikal/
.nnn Departemen secara intern cdibahas dan diusahakan
cleh ~ 1lebih dahulu berszama—-sama dengan bagiamn
pembangunan dan keuangan serta Sekwilda TK 11 Sidrap,
serta Kepala Fembangunan Desz Kabupaten Sidrap.

Dengan petunjuk; bimbingan dan arahan Bipati
Kepala Daerah Tingkat 1II Sidenreng Rappang, bail
startegi maupun prioritas pembangunan csesuai pelita
Nasional dar Dasrah. Maka dibawa koordinasi Ketus
Rappedalusul rencana program dan proyek pembangunan
dibzahas lagi dalam suatu jforum lonsultasi intern vyang
dihadapi -uleh para Kepala Wilavah Kecamatan, instansi
vertikal den dinas—-dinas daesrah dengsn tujuan untuk
memperoleh keterpaduan dan keserasian program/proyek
pembangunan daerah tingkat 11 Sidenreng Ragpang.

Berdasarkan h=as1l. wawancara Yang diperocleh
penulis dengan responden bahwa hal-hal vyang sering
dikonsultasikan dengan Bappeda Daerah Tingkat 144
Siderneng Rapp:ing antara lain :

1. JIenis program/proysk yang akan direncanakan péca

ah tehnis

Yo

lokasi program/proyek; dan MmASs

pelaksanaan,




2. Leporan evaluasi perké@bangannproyek dan dana,
3. Bkala prioritas dan monitoring pelaksanaan proyek.

Agar program/proyek pembangunan dserah itu satu
sama lain vyang dapat menuniang secara terpadu,
berdayaguna dan  berhasilguna, maka dipe*luk;n
suatu perencanaan pembangunan yang lebih menyeluruvh dan
terpadu. Sehingga pemberian dinformasi dan laporan
penyusunan rencana merupsksn =lat pembantu yang sangat
penting dan penyusunan rencan= pembangunan daerah yang
terpadu dan menyeluruh.

Fenyusunan rencana vang baik memungkinkan
pelaksanaan pembangunan secara nyata, didasarkan pada
gambaran nyata dari suatujpembangunan dasrah,; yang
hanya dapat diperecleh melalui pemberian informasi dan
laporan penyusunan rencana yang lenghkap dan
terkeoordinasi. ’

Keterlibatan intanei-instansi lain dalam
penyusunan rencana perbangunan dapat disrtikan sebagai
usaha untuk mendapathkamudata sebagai  ibahan @nalisa
terutama dalam rangka pepyusunan rencana yeéng eofisien
dan efekti+:

Berdasarkan hesil wawancara , Yang dipercleh
penulis dari para kepads bidng di kantor Bappedas TH 11
Bidrap menvatakan :

"Kehzadiran

untulk ber

pembangunan




membentuk perenganaan yang terpadu dan saling

mengisi lsehinggas tercipta penyusunan rencansa

pembangunan di daerah.”

Dengan demikian potensi Bappeda TK 11 Sidrap,
berarti sebagai pengembang fungsi koordinasi
pelaksanaan perencanasn pembangunan, nzaoun demikian
pelaksanzan program/proyek pembangunsn yang bstul-betul
dapat dirasakan manraatnya coleh selurtvh lapisan
masyarakat di daerah terssbut.

ipictross dirvouskan bahuwa

Ut

I»
‘-
3

]

vang dimaksud dengan “keordinasi adalah s

"Suatu pengertian disans terikonsung  es.

tilak terjzxcirye wel ace s Sriiackite U TR .
Rekenhar-an, VohosGrgan “3mlsy ivhﬁg:i hibat dari
pada pePEPJanﬁ menghubunga=hubungian, menyaltupadu-
kan dan menyelearaskan ocrang—ocrang dan peker jzan—
nya dalan suatu kerijasama yang diarzhken kepada

pencapaian tuiuan tertentu.” 14)
Sedangkan Winardi dalan bukunyva "Nzas—azas
Menagement” mengemukakan bahwa :

"koordinasi adaieah sikronisasi usaha—usaha
teratur yang ditujuken antuk memberikan petunjuk
petunjuk peleksanaan dan arah gpelaksanaan agar
dengzn demikian dapat diczapai tindakan=tindakan
yang harmonis gerta yang disa*ukan dzlam rangka
usaha mencapai cbyektif tertentu. i b

Pada hakekatnya kecrdinasi adalah perwujudan dari
pada kerjasama,; saling bantu-membantu dan menghargai/
menghayati tugas dan  fungsi Eé te tanggung janab
masing-masing. Hal ini dapat dieebabkan karena =etiap

satuan kerja dalam melakeanakan kegliatan tergantung

atas bartuan dari catuan kerja yang lain Jagdi adanya




saling ketergentung inilah yang mendeorong perlunya
ker jajasama corganisasi atau antara satu instansi dengan
instarsi lainnya.

fAdapun instansi-instansi vartikal/Non Departemen
dan dinas—-dines daerah atau unit ksris vye-sg 1arlibat
dalam perencanaan pembangunan di Kabpalen Sidenreng
Rappang adalzh :
1. BXDM/Pe jahat-peiahat terss Kenlor Bupstl Yenzla

Taerah {(scjua Vapala bagianl.

7. Instapnsi instensi soktorsl melipatl
&. Departem=n Dalan peguri
1) kantor Pember gunan Des-
2) Dirczktor at Saospal
3) Dinas Pendapaztan Daeroh (DIFENDAL.
L. Depar temen Pendidikan dan Kebudayesan
P D&pért&men Kehakima::.
d. Depas temesn ﬁéama
e. Deps-temen Snosial
$. Depariemen Pe~tanbargan 1gd-n Toe-gi AFLN)
g. Departemen Peker jaan Umun
1) Dinas PUD
2) Dinas PU Sek=i Pengairan
3) Dinas PU Sekei Rina Margs.
h. Departemen Pos dan Telskominkasi
i. Departemen Kesshalan

j. Departemen Koperas:




2. Departemen Ferdagangan

1. Ds=partesen Prindustrisn

m. Departemen Psrizsnian
1) Dinas Pertanizn Taraman 'Pangan
2) Dipas Peternaiian
3} Binas Prikanan

4} Dinze Perlkebunan.

i

n. Deparitemen Perhubungan

1) Pariwi=zata

it

2y LUSIR
3)LLashP.,
3. Instansi-instansi Non Deparenen
2. Statistik
b. BikKBM
c. D 1 8ios
Untuk menjemin keterpacduan pesbanguran proyek/
proyel: terutama yang ditsngani oleh instapsi vertikal/s
dinas dinas daerash, maks fiadikan  ropa' Jkonsultasi
priaedilk provel . sektoral,; dilaksanakan berdéﬁafh;n Surat
Keputuszan bersama menteri EKUIN/K=tua Pappenrnas, menteri
keuangan dar menteri Dalam Nege-i Nomor SE. 12 IDJARS

111.0271979 tanqggatl 1& Pcbruari 1976,

Fengertian Koordinasi menurut Drs. Manull ang
cdaiam Hukunya "Dzesr-Dasar Manzgeomen” menyatakan
bahwa :

voordinasi adalah ussabha mongarahkan seluruh




kegiatan unit-unit crganisaseil agar terituju untuk
memberikam memberikan esumbangsan semaksimal
mungkin :agi mencapai tujuan organicasi eabagai
kezeluruhan. is
Sedangkan pengertian Koordinssi cang tercentur
dalam Peraturérn Menteri Dalar Mas=i N3, 2 tshun 1322
tentang [pedomen PERAYHENSAN jreraonca san oot pengandalian
p2mbangunan Dasrah (FSD)Y adalab :
"loordinazl sebagai szlish satu fungsi management
diartikar sebagai usaha untuk maryara2ikan
langsiing dan kegiatan antza-a berl:aghid Fungsi
watule mencapai suatutujuan 7 telah gitstapkan.
Hntnk mepperijelzs hubungan) Kooroinasi antara
Bappeda dengan instansi-instensi torlkait, rcoka di. bauzx

ini terliithat su=ztu skema.

CAMBAE &

SKEMA 3 HUBUNEAN  KOORDINASI FNTARS RAFPEDA DENGANM

INSTANSI--INSTANSI TERKAIT

Ball P A T4
KEPAL A BOERAH

DINAS-DINAS [~ __J INSTANSI ~INSTANST
pAroEDS

DATRAH % + YERTIKAL

KECAMATAN




Nari csi=ma terschut diztaz menialasban hubungsn
keordinasi antlars Bappeds TH II Bidrsp dengen instansi-

ir:tansi vertikasl, diras-dinas dasrsh -'an kecamatan.

Bapy =de gsenyingkronizasiltan dz'zfirforrzei  dars
usul--usul sstiap inetansi.
Berdaserian BREIZ awrneers Yans ipeolst

penulis dari para Kepals Eidang Bappeda TK 11 8Bidrap

dengan instansi vang ada menyatakan bashwa @

"Kehadiran segeEnap instansi/lembags untuk
berperfan || dalam penyusunan rencana senbangi®an

daerah dalam rangka membentuk perencanaan ang

terpadu, dan| saiing —mengieissia sama 1gin

sehingga tercipta penyusunan rsencana penbangunan-

di daersh."”

Mernigepai tipgkat keordinasi | penulie menganst
Jaw~ban dari respondern dapa® dilihat pada tabei di bauwa
imt.

TABE! 113
TANGZAPSN  RESPOANDEN 1ENT NG SARTIGIFPASI | INSTANS!T

INSIANSI TEFKAIT DALaM PERYLSUMEN RENEAGNA PESDR SuhA

== == =S == n = - EBE T L=mE NI oS3 Jas SZEEs. o=

MO, ! PENMILATAN . = ! DEADENTARE
v imied A e e memy ausi Wi ol 0 N AN T Y L il e

. ! '
. ! Curngat lancar ' 86" g 33,33

 ; I I
2. ! Cukup lancar ! 16 .2 33;33

1 1 1
3. ! Yurarg lancer 4 4 3 13,53

t ' .
a, P Tidak lancar ! . ! -

1 t i
___________________________________ 1 i i name i g H | i e, s s e et Sl A

Jwm 3 A h 30 100 L
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Berdzsarkan tabel tersebut di atas renunjukblan bahwa 7
orang menyatakan hubungan keriza Happeda dengsan instansid
vertikal =angat baik dar 16 yancg menyatakan cukup
lancar dan 4 orang yang @mesystakan kKurang lancar.
Sedangkar tidak lancar tidak ads komentars

Mengenszi pelakeanaan Fapsl-rapat koordinasi

vangndilakuken o©ol2h Bapgpeda Tingkat II  Sidrap, maka

}

- = - - nn = A o 1 = - = -
2 akan cdisajikan tabel hasil wazwancara

ok

dikawa indl jug

f

penulis dengan responden.

U e e ie
TANGEAPAN RESPONDEN TENTANG TINGHAT PFLAKSANASMN

RAPAT — RAPAT KDORDINASI

==a== o+ 4+ $——+ E =3 & 4+ =+ 3+ =+ 1+ &
J i !
MO. ' OPENILAIAN ! = 3 PROSENTASE
! ' -
_____ 3 = - - = T e .
! ! !
i. ! Sangat Aktif = 7 27,33
! i 1
L ! Cukup aktif H o £3,33
1 ' [}
B ! Kurang eiktif : L 13,33
1 1 1
4, ! Tidak aktif 2 = : =
1 1 ]
: !
i 38 ! 100 %
i 13

dengan Re<gonden.
diperclelr jawaban

-r=pat kuordinasi




~ntara Bappeda ingkat: Il Sidrap dencan instansi

ter selint

ba |
-
m
"
e
iy
o
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1]
r
mw

vercikal dan dinae daerah lain
dip=roleh jauwaban bahwa tingkuat pelak=an.-an koordinael
sangat aklif 7 orang, dan 1?9 o ang menyatakan cukup
aktif, | dan 4 orang yané mengakui  bahwa rapat rapst
kocrdine=i yang dilakukan cleh Happeda Tk 11 Sidenrasng
Rappang dengan incstansi-ipstansi yang terkeit kurang

berhasil den tidall zktif tidalk ada yang aengakui.

Peraran Bapoeda Dalam Penyusunem o Rencana, Fembangunan

Daerah

Dalam Fangka mendukung desentralisasi pembangunan
di daerah melalui Kepres No. 27 tahun 1980 vo Ku;utusan
Menteri Dasm Negeri No. 185 tahun 1980. Telah dikentuk
Badan Fsrencanaan Pembangunan Deesrah ({(Raprsda’  di
Tirngkat, I dan  TFingkat I vang DBertugas gambantu
gubernur-/bupeti fwaliikotanadys dalam enentukan

kebi jak=zrnaan dasss Zibidang  ‘RerEakaniacn JpEmoangunsr

peEmbarintah Moc. & tahurn 19883 tentang koordinas:

kegiatan instansi wvertikal dan dinas ds=-ah, =erta

truksi Menteri D=

7R
e |
0




yang sangat berpengary
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vang 1lebdh Bdititil berailis

dari bazuwph ke ztzs= dan dars
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berdacsarkan Perda Ho. 2 Tertanggal 25 Pebruari 1983
sari D. Ne. 2 yang dibentuk untuk mesenuhi Kepres Np.
27 tahun 1980, dan menyusun corganicasinya berdasarkan
petuniuk yang berlaku.

Bappeda merupakan badan perencanaan pembangunan
di dzerah vyang mempunyai tugge membantu BKDH dalam
menentukan, dan melaksanakan perencanaan  pesmhangunan
daerah tersebut.

Jadi Happeda sehagéi badan peErencanasn
pembangunan mempunyai perarnan sebagai berikut :
a. Sebagal perencanaan pembangunan didaerzsh
b. Sebagai pelaksanrnasn pembangunan
c. Sebagai pengendali dalam pembangunan.

Bappeda‘sebagai badan perencanaan pembangunan di
daersh harus mEnéetahui kebutuhan—kebutuhan dan
kepentingan masyaraks! pada daesrah vyag bersangkutan.,
Pihak REappeda harus mengenal iebih javh keadaan dan
kendisi daerah tersebut sghingga dalam menyusun rencana
pembangunan daerahb, bzik yvang bersifat jangka panjang,
menengah maupun jangka pendek benar—henar hermanfaat
bagi masysrakat cdasrah bersangkutan. Sehingga
masyarakat merasa terdorong berpartisipasi dalam
mempbangunan.

Karena pembangunan vang dilaksanakan cleh
pemerintah dalam s=suatu daerah tanpa partisipasi

masyarakat tidak mungkin mencapai masyarakat adil den




maimuyr
program pemangunan daersh cleh semua pihak yvang
bersangkutan.

Perencanaan merupahkan hal yang sangat esensial
vang harue dilakukan cleh setiap gpimpinan untuk

menentukan aps vyang herus  dilaksanskan bagi ssmus

petugas ataujpehkeris selaksana. Maka didalamnya

terdapat bagaimana cars mel gkzanakannya kapan
= Yagq P

cdilaksanakan dimans= dan siapa v ang akan
B ey

mel akeanakannya.

Fata

1]

Jadi perencanaan dilakukan ssbeium Lerjun L
sgevatu k:>giatan, t=riabih gatinl mi=ngedakan
perencanéan sehagai  lanokah pertana supeya &pa yang
diinginkan dapat tercapai.

Walaupun perencansan  telah  dilakukan dengan
matang ketidak ada parti=ipasi atau “erisasama antara

permzrintah dengan ma=yarzkat, Semuanys  itu tidak

berjalan lancar.

[

Perencanaan. oilihat  dart =pgi =up'e 2lat ataa
cara untuk mencapai tujduar dengan baik guna mendapatkan
alasan vyang lebib kustountuk perencansan. Mska dengan

adanya perencanaan vyang baik, sehinggs peEngounaan

n

l==rah - = o il =1y d;-h
iG =1 N | = Al L - - . -

sumber—sumber perhangunar

efektif, serta mengakibatkan cerubahan kearah

Lat veng meningkat.

N
il
f

modernicsasl dan spsial maz=v




MC. Farlan, mendefenisikan perencansan sebagail
berikut : “Peorencanaan adalah {fungsi 2inana
pimpinan kemungkinan menggunakan pengaruh dari
psda organisasi.” i7)

Dalam kaitannya dengan pembangunan cdasrgh, maka
peErencenaan mutlak diperlukan. Oleh karens perencanaan
adalah =sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan
pembangunan daerah. Sedangkan pembangunan dasrah adalah
merusakan bagian dari pembangunan nasional dalam
tatanan negare  kesatuar  republik | Indenecsia,; yang
berdaserkan Fancasila dan UUD 1945, -

Oleh  karena itu tujuvan pembangunan daerah sarma
dengan FPembangunan nasional yaitu untuk mencapai sua3tu
masyarékat adil ldan makmur material dan spiritual yanc
merata pada seluruh lapisan masyarzkat Indopezia,

Dalam hubunganny= dengan pembangunan drsrah, maka
Garis Garis Besar Haluan Megarsz (GEHN) menehkankan
bahwua :

Ydalan rangka makin cemperatzkan pembangunan

kesslurvhan wilayah Indonesia, maha perlu

dilanjutkan. dan ditingketkan pembangunan daerah
dan pembangunan pendesaan vancg 1=bih diarahkan
kepada perluasan Yesempatan ker iz, pembinaan dan
pengembangan linghkungesn kedesaan, perkotaan yang
cehat serta perningkatan kemampuan penduduk ‘untulk
memanfsatksn sumber—-szumber kekayaan alam dan
menanggul angi masalesh-nasalah yang smendesak”. 18)
Pembanguran dasrah Tingkat II Sidenreng Rappanc

adalah bagian dari pexsbangunan nasioenal! vang bertajuan

mengembangkan potensi manusia,; igar mampu meng=2lola dan




disusun dalam- pregram/provyek DIP dan DIPDA dal am
menuniang sumber—-sumber produksi diharapkan akan 1lebih
terpadu, eficsien dan efektisf,

Happeds selaku koordinasi dapat berperan dan men—
jamin agar instansi vertikal dan dinas daerah yang di-
kourdinaéikan dalam DURP, dan tentunya skan menghasil-
kan DIP vang lebih ierarah dan terpadu.

Nampaknya potensi sumber daya pegawai vyang =ada
pada Bappeda Tingkat II Sidrap mempunyai etos ke%ja
yvang denggn budaya bigis sebagai berikut :

"Mali Siparappe, Rebba Sipatokkeng, Pada Idi Pada

Elo.” '

Terije,;ahan dari pepatah bugie= di atas mengatakan
bahwa kerjasamé dan gotong royong yang dilandasi dengan
kemauan bersama akan membawa keberhasilan yang baik.

Disamping itu kata "Resopa Temmangingngi namalomo
naletei mammase Dewata.

Kemudian beberapa motivasi khusus dari pihak
pemerintah daerah yang menjadi motivasi langsung yang
juga merupakan kekuatan bagi aparat di daerah tingkat
II Sidenreng Rappang vang dimanifestasikan falam
kehidupan bermasyarakat. Nilzai-nilai budaya tersebut
tetap dijuniung tinggi dan dibudayakan dalam setiap
usaha dalam melaksanzskan pembangunan di Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Sidenreng Rappang.

Konsep Pengwilayahan komoditas yang di susun




Bappeda Tingkat I vang merupakan kesepakatan sektor
dan j;dinas da=srzh yang gapat dipakai sebagai tata ruang
Kabupaten dan sekaligus sebagai strategi dasar
penmbangunan di daerah dan tercantum dalam REPELITADA V
belum bica diterima oleh sektor. Karena masing-masing
mempunyai kepentingan den prioritas vang belum bisa
terpadu  dan sinkron dengan pembangunan daerah masing—
masing.

Pengendalian seluruh - kegiatan pembangunan di
daerah pihak Bappeda masih eulit melokukannya  sepenuh.
Kesuiitan data tentang semua DIP Proyek selktoral maupun
DIP Proyek BUMM, harena masing-masing pimpinan proyek
tidak berada di Kabupaten dzan lehih senang berada di
propinsi, dan Departemen di Jakarta. Sshingga kurangnya
hubungan dengan Badan Ferencana Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) mulai dari preses sampai pelaksanaan bahkan
beralkhirnva proyek.

Masalah vang dihadapi Bappeda TK 11 Sidrap adalah
masalah kepemimpinan aparatur Bappeds yvang masih lemah,
dalam hal ini kualitas, praliarsa dan kemamdirian vyang
masi terbatas karena masih kwrangnya kecakapan dalam
ilmujpengetahuan dan penguasaan tehnologi.

Vedewasaan dan kemandirian pemerintah daerah zakan

diturbuhlan, sechingga mementum peabangunan dapat
diambil cleh pemerintan 2=r2h sBsus potensi  dan
kemampuan vyang dimiliki, Dengan kepemimpinan Yang




rinkah dan

thermutu alan dapat ditegakkan pe™
pembangunan daerah vang efektif dan efieien. Sehingga
pemerintah  daerah akan dapat lebih berfungsi sesuai
dengan .keperluan pembangunan. Dengan demikian

keberhasilan Hadan Perencanzan Pombancunzn . Dasrah

re

(BAPPEDA) tingkalt TT1 Eidrop dalan memainkan peranannya
sebzgai badan perencans pembangunan dan sehagai lembagsa
koordinator vang bisz diandalkan dan berwibawa dan
mampu menegakkan disiplin bagi instansi sektorsl dan
sdinas—dinas daerahs.

Dzlam melaksanakan fungsi dan tugasnys Bappeda TK

Il Sidrap mengalami beberapa masalah antara lain :

1. Kurangnya persomil pads jabatan struktural; sehingga
banyalk pegawal merangkap Jjabatan terutama pada
tingkat manajer bawvah.

2. Bappeda Tingkat I1 Sidrap belum mempunvai tenaga
ahli dibidang persncansan, =ehingga hanya
menggunakan tenaga konsultan untuk mehgatasi masalah
perencanaan.

Bappeda Tingkat II Sidrap belum memiliki manajemen

:/-l

yang culkup iliah dentan kemampuan yang tinggi sertz

dagar informasi Yang akurat dalam menyusun
peréncanaan.

Oleh karena bootom up planning yang diharapkan,

namun kurang bérkembang masalahnya midie level

menagement masih lemah. Pada tingkat mansger EBappeda TK
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Il 8Sidrap kurang memiliki "leaderahip ekill” dan
"tehnical skill" yang memadail dalam pelzksanaan
managemen pembangunan. Sebaliknya ditingkat propinsi
darn pusat memiliki crang yang terampil, bisa
merencasakan Besuétu vang bisa merencanakan sesuatu
vang bisa dilaksanakan, keaudian setelah manisdi policy
dan stralegi direncang di pusat dan selanjutnya turun
ke HKabupaten vyang terjadi adalsh kelambanan. Karena
pera2ncana«=n yang disnsun ituw kureang didubkung data vang
akuarat ;, dan kureng sampwe melihat potenci yang nyata
vang ada di kahupaten yzng hica dikembangian.

- Untuk memingkinkan pembangunan daerah yang 1lebih
maju peranan Bappeda harus lsbih dikeﬁbargkan. Qp*uk
menjamin mutu pekerjzan Bﬁppeda, maka pimpinan dan
anggotanya jangan hanya diambil dari orang-norang yang
ada di dasrah itu atau yang menjadi hasil 1lulusan
nerguruan tinggi daerah itu, tetapi pengangkatan
karvyawan Happedz hendzklah berdasarkam atas  kecakapan

¢an kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan manajemen.

Karena bagaimanapun pelaksanaan dari tugas—tugas
Bappeia sangat ditentukan cleh managemen dan
karvawannya.

Halaupum kedudukan Bappeda T I1 sebagai pembaniu
Bupati Hepala Dasrzh TH 11 dalam ranghka koordinasi
perencanazan peEntangunan di | daerzsh telah  dilenghkapt

dengen instrumen yang cukup tinggi. Seperti peraturaen




pemerintah No. & tahun 1788 dan Peraturan menteri Dalam

Negeri No. % tahun 1982 tentang pedoman penyusunan

perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah yang

biasa disebut (PSD), tetapi dalam kenyataannya lembaga
ini belum mampu memainkan peranannya sescara optimal.

Mungkin saja timbul suatu pertanvasn "mengapa pihak

Bappeda belum mampu berperan secara optimal" Tentu ini

=emuanya tergantung dari manusia yang ada dalam tubuh

crganisasi Bappeda dengan bherbagai keterbatasannys.

Meskipun "pendelegasian” perencanaan pembangunan
ini telah melembaga dalam Rappeda, namun dalam
kenyataan memang mesih tetap dirasakan belum penuh, hal
ini disebabkan antara lain karena :

1. Masih kuatnya peranan kantor wilayah di propinsi’
sebagai perencana dan penyelenggara kebijaksanaan
dari pusat, sedang kantocr departemsn di Kabupaten
D;erah Tingkat It tidak mempunyai WEeEWENAang
perencanzan sektor pusat. Daa Bappeda . T II tidak
mempunyai hubungan kedinasen dengan veriikal_ da2ngan
kantor wilauah sebagai pEma2gang kebi jaksanaan
pembangunar, sekktor di daerah.

2. Masih terkonsentrasikannya besban pekariaan -prcgram
dan pengambilan keputusan-keputusan pembangunan pada
TK I atau tingkat pucat. Secdang Bappada TK I1 sering
terpaksa banyak wenunggu, sehingga nampaknya Bappeda

TK I kurang berhasil mengembang dirinya scbagai




lemhaga ' Ferencana dean nergendali kegisztan
pembangunsn di daerah tingkat I1I.

QOleh Larena itu untuk ~gau2irtangkan dan
menyer==<ikan antara pembangunan daerch dengan
pembangunan yang datangnya dari pusat, maka diperlukan
adanya kemampuan vyang lebih dari aparat pemerintah
daerah tingkat II Sidenreng Rappang terutama dalam
tanggap dalam melihat kebutuhan dan kepentingan
masvarakat di daerah tersebut. Bappeda TK I1 harus
memainkan peranannya terutama dalam menyusun rencana
pembangunan.

Dalam usaha mengatasi keterbatasan kemampuan
aparatur daerah dalam melaksanakan desentralisasi
pembangunan maka pemerintah mengambil langkah—j;langkah
cehagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur dasrah melalui
penambahan tenaga tenaga terampil,

2. Meningkatkan pendidikan dan latibhan bagi aparatur
pemerintak daerah terutaﬁa dalamperencanaan ©  dan
pengembangan dalam pengelclaan pembangunan,

3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam proses
perencanaan misalnya alat pengol ahan data
(Kamputerisasi) sarana dan transportasi dan lain—
lain.

Dalam buku IT balr 26 Repelita YV ditegaskan bahwa :




".uoe amatlah penting untuk meningkatkan kemampuan
aparat badan perencanaan yang didaerah. Bappeda
T 1 maupun T II merupakan alat koerdinasi dari
berbagai sasaran dan kegiatan pembangunan di
daerah pada tingkat perencanaan dan monitoring,
Oleh karena kemampuan ini maka kekuwrangan tenaga
personil  yang dirasaltan diberbagai Bappeda akan
dipenuhi , selain itu latihan~latihan yang
bersitat "on the job training” ditingkatkan.” 19)

,

D. Peranan Bappeda Dalam Monitoring Pelaksanzan Rancana-

Rencana Pembangunan.

Monitoring _ tertkadap pelaksanaan rencana
pembangunan atau pelaksanaan proysk/program di daerah
Tingkat II Sidrap merupakan suatu kegiatan penting
dalam perencanaan pembangunan di Daerzah. maksudnya,
agar p;oyek berjalan lancar dan tidsk tersendat-sendat.
Monitoring biasanya dilakukan oleh suata tim di luar
dari anggota pelaksanaan proyek. Maksudnya .agar
munifaring dapat dilzksanzkan tanpa adanys pengaruh
dari yang melaksanakan proyek. Tim menitoring bissanya
memeriksa kembali setiap aspelb pada tahapan kegiatan
praysk. Apakai pa;ameter atau k=tentuan-ketentuan vyang
telah ditetapkan pada DIP dilsksanakan dengan baik,
atau asumsi-azumsi yang dipakai sudah benar atau belum.
Sampai pada tahapan tertentu Tim monitor harus dapat
memberikamn penerahan, dan jugs memberikan rekomendasi.
apakah proyelk tersebut dapek tervs dilaksanakan atan
tidak.

Bappeda sebagai badan staf Bupati, salah satu




fungsinys adalah memonitor pelaksanaan proyek/program
pembangunan. Mengenai pelaksansan monitoring yaitu
melalui pemantuan di lapangan, dan rapat monitoring
yvaitu  melalui pemantavan &1 lapangan, dan rapat
menitoreng  yang disdakan eetiap triwnlan atau sekali
seb2iun. Mengingat semaliin n=2ningkatuya Jumlzh
prmbangunan yang dilztakkanq di daerah TH II  Sidenreng

Raj:pang, maka sistem monitoring terhadap pa2lsisansan

{0

pembangunan daerah harus ditingkatian pula den samabkin

di ssmpur aalian puls.

Tujuan dari sistem monitoring adalah @

1. Identifikasi bagi tindshkasn-tindskan koreklif dalam
.

petalksanarsn provel/pragram  pesmbangunan didaersah,

sedanat mungkin dapat diatasi kila ade masalah,

2. Bengan manitoaring dapat mendutizung persncanaan
berikutnys dengan menyedizkan informasi tentang
etatus nerkembang secsuatu progran/prosek

pEmbangunarn,

3. Menitoring bukan =elkedar pelaporan,; tetapi sistem
untul | mengikuti pelaksanasan progran/provek
pesbangunan sertz kemunghkinan untuk pengambkilan
tindakan penyesuaian.

Pelaksanaan dari setiap program/proyek pengunan
daerash sering mengalami hambatan. HMNemun vyang harus
digaris bawahii behwe,; seliap hasbatan apa dan bagaimans

bentukny=a harus dicari permszcaheannya. Karena pada
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hakekatnya hambatan dan mazalah itu =selalu ada dan
harus dicari pemecshannya. Untuk menuju kearah tersebut
dalam hubungannya dengan peémbangunan di Kabupaten
Dasrah Tingkat 11 Sidenreng Rappang harus dilaksanakan
monitoring, dalam hal ini dilakukan oleh pihak Bappeda
atau badan yang mempunyail wewenang dalam hal tersebut.

Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
Padan Perencanasn Pembangunan Daerah Tiagkat II
Sidenreng Rappang seperti halnya Bappeda lainnya setiap
tahun énggaran atat setiap pelita yang meliputi :

a. Penyusunan rencans program,
b. Melzaksonalkan progrem atan provel:,
c. Mengendaliken program a2tau praoyek.

¥egiatan  monitering pelaksanzan peabanganan
meniadi bagiasn teresendiri dari rangkaianlkgrja sirkulier
mempengearuihi tercapainya sasaran yang dirancenzkan, dan
dilaksanakannya suatu proess pembangunan. Hegiatan
moniteoring yang dimaksudkan unt;k di jedi kam bahan dalam
mengevaluasi pelaksanaan proyek pembancunan da2r-i  camua
instansi vartikal dan dinas daerah leipny=.

Dari ha=il kegiatan yang dilaksanakan oleh
Bapp=da TK I Sidrap akan terlihat perkembangan
peiahaanaannya dan altaernatif pemecabannya. Selanjutnya
hasil monitoring yang telah yang telah dilakuvkan - cleh
Bappeda TK 1I Sidrap dilaporkan kepada Bupati Kaopala

Daerah, ataupun kepada tingket yang lebih tinggi untuk
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dijadikan bahan peniliran dan penentuan kebijakeanaan
perbai kanny=. )

Daiam rangka monitoring tessehut yang dipimpin

olet Ketua BEappeds ingkat II Gidr=as; atan vaENg
diberikzn kewenangan {suthoriti). DRimana wvene ciundang
edalah sEauz Kegala instansi vertikal dan dinas | daerah
yang ada prayeknya., Hal #ni mereka lanorkan

perkembangan pelaksanzannya masing—masing program/
proyek- tlari berbagai sumber pembiayaan baik yang
dibiayai oleh dana ssktoral (AFEM) murni, &FBD TK 1,
dan APBD TK I1 INPRES dan realicshsi pisiltnya.

S=hagaimana yaﬁg telah dikemukakan di atas bahwa
masalah dan hasbatan delam gpelaksansan pemhangunan yang
dihadapi pada saat sekarang ini, sulit untuk dihindari.
Oleh karena ituididalam repst monitoring dilaporkan
semua hambatan yang dialami, kemudian dibahas secara
bérsamaﬂﬁama alternatift pemeczahannva.

FPelaksanaan monitoring Qang dilak=anakan alsh
Rappeda T I1 Sidrap sudah menjadi progrem yaEng harus
dilaksanakan. ‘

Berdasarkan hasil wawancarz yang penulis perclehl
dengan ée&pﬂnden dalam hal ini Kepzla Ridang Fendatzan

dan Pelsporan pada Kantor Bappeda TH I1 Sidenreng

Rappang mencatakan bahwa :

"Behwe setiap peninjavan langsung ke lapangan
{lokazi groyelk) dilakuban 2leh Bappeda TK 11
Sidrap tborsamz dergan bagisn pazxmbangunan . pada
Kantor Bupati Kepala Dasrah. Pada waktu

—
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peninjanan kelokasi provek dilskulan Lonsultassi
dengan peiahat ai Hecanatan; atau desz/
teseluruhan bahkan dengan tokcoh-—-tckoh masyarakat
vang bersangkutan.” 20)

Keuntungan monitering ialak

1. Dengan moenitoring didapathan input dari masvarakat

tentang pelaksan=an provek nembangunan, hambatan-
hambatan zapa vyang dialami, dan jika mungkina cara
untuk mengatasinys,

2. Deng=n monitering o

!.I.'

pat dilihat perkesbangan
pelakeanzan program/provek pembangunan' sekaligus
dapat menjadi forum diskusi untudk penvasunan  usulan
proye=k pembangunan tahun beribkutnya.

Berdasarkan hasil wawanceara dengan penulis
responden terhadap pemberian infeormasi dan laporar vang
diberikan oleh Bappeda Tingkat II Sidenreng Rappang
dengan instansi vertikal dan dinas daerah lainnya dalam
‘pelaksaraan dan menitoring; hal imi Bapak Kepalaz bhidang
pendatazan dzn ,Eﬂlaporan waitu Bapak Brs. Moeh, VYunus
mengatakan bahwa 3
1. Penyampaizn Jumlah dana perinstarci vaitu

penyampaiannya dilakukan peda bulan Mei,; sebagai.

bavian probasi diperclehndasi  Tingkat I,

2. Pengalckasian provek vaitue proysi wang telah
disetuiuni olebh Ting #at Fropinsi/tingkat atas,
3. Pemberian saran tindak setiap kendalx vaitu setiap

macalah proyeiWpraogram yang dizngkat pada rapet

kepad=a pinpro dan pelalisana




proyek/program terhadap langkah-langkah yang
seharusnya ditempuh,

4, Mengidentifikasi peremasalzhan  yang iimbul dalam
pelaksanaan proyek,; yaitu s=2mua pelaksanaan proyek
disampaikan oleh pinprc diinventarisir, kemudian
dievaluas: untuk ditentukan pemecahannya. Dan setiap
kendala vang menjadi wewenang Tingkayt II  Diangkat
dalam rapat monitoring ditingkat II diangkat pada
rapat monitoring di Tingkat ' I.

Untul mencapai hasil yang optimal sesuai apa yang
diinginkan, maka dalam pelaksanaan proyel/progoram
pembangunan‘ harus diperhatikan dengan memonitor
kegiatan*keéiatan atau pelaksanzan proyek di 1apangan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
pada prnyek pembangunan daerah adalah :

1. Adanya Sistem Pelaporan

Data-data yang diperluian dalam laporan pada
umumnya adalah pelak=anaan wmanagement, pencapaian
sasaran fungsional staw sering dieebut pencapaian
tujuan dan sasaran. Hal ini dapat dibagi atas yang
diperlukan untuk .penyesuaian pelaksanaan yang
bersifat bkhusus proyek tersebut, dan data vyang
bersifat institusional pelaksanaan proyek pada

umumnya/s Mengenat data—-datea untuk keperluan
perencanaan beribkutnya merupalkan kelemahan, tetapi

juga untuk bal-hal yvang memerlukan cara-carse yang




berhasil. Feiupmman dapat diusahakan secara
menyeluruh untuk semua program pembangunan, tetapi
juga bisa diprases secara seleiktif padza program/
proyek vang penting berdasarkan kriteria vang
penting -dan tertentu. Jangka waktue laporan dasat
bernagai mecam,; tetapi sads vmumnys dangka  walktu
triwtlan dianggap memadai. Karens tidak terlalu
sering, tetapi juga tidak terlalu jarang.
2. Adanya saluran informasi serta pusat-pusat
moenitoring dan peseroses dates
lLaparan bisa datang bagi proyek-prayel masing-
masing. Dari Departemen untuk proyek nasional, dari
badan luar neqgeri, dan dari pemerintah daerah atau
Bappeda mengenai proyek-—proyek secara  keseluruhan.
Dengan cara ini memungkinkan menerima data-data dan
infroamsi secara langsing serta dapat orosecheck.
Kemudian data-data dar infermasi perlu diproses
dalam bentuk vang lebih sesuvai dengan data
pengambilan keputusan korektif. Dari kegiatan
monitoring yvang diselenggerakan didapatkan pelaporan
terhadap pelaksanaan rencana peﬁbangunan. Hasil
pelaperan  itue kemudian dioreosschek denganr laporan—
laporan iain vyang dipercleh secara langsung dari

yang berszang
Fada bagi

|

penhertian evaluisi " yang dapat membedahkan ' dengan

monitoring. Perbedaan terhadap kegiatan monitoaring




dengan evaluasi dapat dibedalan menurut hirarkinya
masing—masing. Hal ini dapat diielaskan pad=z gambar 7

dibawahk ini.

Boals . "-__—'___—d Dampak

T

obsectives[®=TT — —— T T
I _

”»
Effec@s ' Zesuai

Output — I __ = Hasil

T 1 1

Gaaber
Sumber

Input F‘.‘_'_____, Gl = e e e :f— Program

Monitoring Evaluasi
7. ¥aitan Antara sasing-easing variabel yang biasanya meebedalan antars sonitoring dan evaluasi,
¢ Prinsip Dasar Perencenaan peshangunan, Dr, Sgekawita.

Dari gambe- tercel 3 3= ielag tersiihat a&danys

- § - . - = - — - - - : = -

susbty perbedaan antarg sgonitoring 5- svalusst

berdasarikan pada fungei dan pelaksanaannys tTerhadap
.

peker jaan masing-masing kegiatan baik pada kegiatan

menitoring  mavpun evaluasi.  Seperti  contch; prayek

irigasi tersier di suztu dasrah. Kegiatarn monitoring
dapat berupa memonitor apakan input vang =selama ini

: s

diberikan telah diberikan smemberikan hasil; kemudian
apakah hasil terssbut sudah sssuai dengan tuiuan
{Phiectives) yang telah ditetaspkan. Juga apskah sesuail

dengan goals vang diinginkan. Kalaua goalnya "untuk

meEnuniang seEncapaian swassnbada bhezras” maka objectives-—
nya dapat beruvpa” peningkatan produksi  padi  sebanyak

munghkin atau se=zuai jumlah tertentu, miselnyx 3 % dalam

setiap tahun. "Output—nya dapat berupa berzpa paniang




selurul tersier wvang telah dibangun: sedangkan inputnya

berupa berpa Jumlah susmnerdaya {tenaga keria untuk

membangun saluran tersier tersebut) dan sumber dana,

besarnvs  eftects | ipengaruh) yang dihasilkan terhadap
cutput tersebut, Misalnya, dengan seslesainyg proysk
terssbut, apaksh sudah dapat menaibkbkan produoksi eshesar
I % pertabun ceperti yvang diharapizan atau belum.

Sedanghkan kegiatan evaluasi eudah meniv-us untuk
memilai hasil akhir dapat provel, s-askah hasil | akhir
dari proysl sudah sssuai d=ngan  tujuan yang telah
ditetzpkan atau belum. Kemudian perlue dilihat - sejauh
manz provek mémberikam manfaat bail: sosial maupun
csecara ekoncmi. Penilaian ini sering disshut genijaiap
dampak dari suatu proysk/program.

Saran dari tim monitoring biasanya menakup  dua

hal yaitu
a. Apakah pelzksanaan proyek sesuail dengan rencana yang
telah ditetsphkan, Ariinya secara’ realistis apakah
provek/program dapat dilakzanakan dengan memberikan

keu. tungan atau tidal,

b. Apskah pinpro dapat m=lakukan penyesuasian
(adiustment)? atau tidak terhadap segalz perubzhan
vang ter jadi manskalah ada sesuatu hal yang terpakss
agak meanyimpang dari ketentuan yang ada.

sl teriadinys penyia-
gangan—-penyimpangan dales pelakeanaan proyek cleh  yang
L]
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bBerwenang dapat dilakulian dengarn dua cars 3
&. Pengawvzsan "melaket” fdaskat} vaitu perngawassn  wann
= i i a =

dilakukan oleh atasan langsung. Jadi 1lebih banvak
bersifatl pengswasan intern dslam instansei atau dinas
vang berasangkutan.

k. Pengawasan tidak yaite T _.yomasan yang
tidak langsung dilabukarn colst a2tzsan, tetapi
dilakukan cleh lembhaga—leabzsgs vang tugzcesnva memang
mengawasi suatn kegiatan— preyek-proyel

pesbangunan.lembaga ini bukan lembaga intern dari

instan=si atau dinas vang bersanghultan. Faag

vang tidask melekat ini;, misslgya dilabukan gleh
= Kantor inspebktorat,

— Badan Pengawas keuangan dan pembangunan {(BPKFP).
- Eadan pengawas kauéngan {BEE .
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wanancarai s=hkitar masalah ini, dimana 12 crang vyang
menyatakan bashwa Bappeda TH IT Sidenreng
memcnitar. gpelaksanaan pembangunan sangat bailk,; dan 14
orang yYang menyatakan cukep sSail dan 4 grang  yang
menyatakan kurang baik dan penilzian yang tidak baik

t

cdzk ad=a Fswaban.

e

i) 3 P M e =T . 4 - Py =y . iy =
Dari | hasil wawsncara geoulis dengan | responden

-

trasportasi sehinggs meagalami  besuli

Momttoring cdan evalussi adalah hal vang sangst penting

igler £2 altg@liaan pembangup- . Meaitering dag evaluwasi
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- Memoni ter pelaksanaan pespban

Sistem atau mekanisme perencanaan yang dilakuakan

clieh Bapped= TE II Sidenreng Ranpang ¢=lzm
PERYEEUNAR pErEncSlian: aoa-on  SiSteEm  perencansan
derill affas ke bawah (lon-dowe Dianning) aen ) sistem

pereficanaan dari bawal ke %= (botliom-upz planning?,
namufl Sistem bottom—-up planning diraszakang masih
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uhungan okerds sntas Begppeds Tinghat 3l Sidanr eng
Rappang  decgas instansi vertikal dec digas | dan-3
l1ginnye delanm koordinasi yang beik Hﬁuzuﬁnya clelam
fenyusunan rencans peabangunan cukuy baila
Faktor—Tzkior yang mRRiSang gan menghanbeat
pembangunan ¢i Kabupaten Daerah Tingkst 11 Sidenreng
Reppang antara lain : :
. Fzkior yang menuniang adatah s

- Selurub pemeripiah dasral TF II.Siﬁrap;

- Pimpinan Heppada dan seluruly stafnya,

D =t | = H = - 5 > 2 - g P . L
~ Perticipasi instcensi” tleFkait g8an dinas—diras
daerah Tik 17 'Sidrap, & seluruh masyarakat
L= el
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B. Eabbtor falshar vyames meanlissh it saba-a 1ain .
2. Fakt Jang mEng ¢ 1k = 1al -
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Dengan ~z=lihbat kuastites maupun hualitass personil
Badan Ferencanaan Peabangunan Dasrah TE II

Sidrzp, .maka dicerlulkan adanysa program

pengeabaigan dan perbinaan mRNagEmEn: dan

seriingletian | ketaspuan— profesicnalisne dalam

n

peErecganzan peahangunsan dae-ans

Oleh kag=na glanicsnelpecencansog’ yongh Cigonakan

1) b = -y - - - Y - -
oleh Bappell R TlgeRpn  dadh genyRsuean
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Er ancat: senhanCinen ag@lcoh sicien peErencanaan

bappeda TH I Bidrap diharsphan tangoa ‘elEm
memahani aspirasi  masyaraskat desgan melilalt
potencsi vang agda  meupun  sumberee £ vRac
tersedi 2z dalam penyuzanan pereEncanaan FRISANGUASN
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daerah.

. Untuk menuiu koerdinasi yaag baik antarz Bappeda

dengan instansi vang terkasait,; di

Q

erlukan adanya
penegasan terhadap setiap kepals—kepsles instansi
dalam keikutsertaannya pada setiap ragat-rapat
kocrdinasi persncanaan pembénguh;n dasregh.
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instansi vertikal dan nas daerah lainnys
2. Bagaimana proses dan cara menguepulliz data Yang
ditempuli/dilakukan oleh Banpeda untuk persncanaan ?
a. Penelitian sendiri.

b. Minta laporan dari instamsi-instansi vang terkait.

3. Bagaimana cara menyesusiksn data-dats: ataw laporan
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c. Tidak memadai.
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UNTUR BUFSTI REPA/LA DAE
1. Bagaimana penilaian EBa

pel aksanzan tugss-tugs=s Bappeda,; khususnya dalam
koordinacsi dan monitoring pelaksanaan pembangunan 7
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3. Ragaimans pendapat tentamg pengelah
tersesdianya dats yang digunakan dalam perencanaan
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UNTUK INSTANSI VERTIKAL/DINAS-DINAS DAZRAH
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RESLISASI PENELUSRAX PEMDANSUNSX DATI 11 SIDR8?

TAHUN ANGGARAN 1983 S/2 1952 (00

PERIRCIAN ! 1983/1984 1 198471985 | 198541385 ! 192&/1987 ! 193771958 ! KSIERANGEN
Sekter  pertanien gap ! 2,333 Y 19,355 ' 7.B47 ! 10,294 ! 184
pengairan ! ' v ' '
Sektor Industri ] - v S8R0t = ! = ! -
Sekter pertasbamgen dan ! 3,928 ' B.5B0 408423 ' 10,429 ! 1.0
energl - ! ; 3 :
Sektor perhubungan  dan ! H : ¥ :
painisats ! 8,28 ! = S5 L o £:.000 ' .58
Sektor Perdagangan | dem ! : ! L ¢
Yozerasl ! - : - ' - ¢ - ! -
Sektor tenaga Kerja dan /! ! ! L s
Pesukiman i 5 1 = | - ! r ! =
Sektor peabangunan deergh ! : W ot Y e 0™ EDG
Sektor fgesa o 1 £ 8 —— s S — L L
Sexlor pendidiken generasi ! ! : ! !
suda; tebudeyzan nasicnal ! ; L ! '
kepercayaan terhadep Tuhan ! : ! ' :
Yang Naha Esa, '8 O3S0 VTHIE. 1A B T1.207 b 7HeBGR ! (35405
Sekter  Kesehaten dan ! 4 ; ! -
keseizhieraan, peranan ! ! t t !
Nanit2, pendudukan ¥2 'OIRLSS Y AT Y ATt Y 59 D SR
Sektor - perusahan dan ! g ' - A
pesukinen 1 = ! - : - ! - ! =
Sextor hukus ! = ¢ - ; - ! - ! -
Sekter keananan dan ! ! ' - -
ketertitan AU T A Y
Sektor penerangan pers dam ! ! ; ¥ -
hesonikasl ! = J - . . 1 FaF ! =
Sekior Ilay pengetahuan din ! 1 : . :
tehnelegi, penelitian ) = % = ; = : = . &
Sekter peratursn peserintah ! 05,750 . T.080 U 0800 ! BSOC ! BN
Sektor pengeabangan duniz ! ! i .
uszhs & - - L > ] > . = . =
Sektor sumber alas dan ! ! ¢ ! i
linghungan hidup A = ! = ) = 4 = - =
Subsidifbantuan pesbangenan ! : t : :
Dzerah baszhan H - ! & ! - ¢ - ! -
Peabayaran ken, {5200 Y 15300 ! = ! = 125000
Juslah ' 103,864 ! 415,933 ! 982,733 ! 202,887 ! 340,1&0
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